
 IKHTISAR EKSEKUTIF
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan untuk memenuhi ketantuan yang diatur Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018, maka dilaporkan bahwa pada Tahun 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan 6 (enam) program dan 15 (lima Belas) kegiatan dengan realisasi Belanja Daearah  sebesar Rp.376.832.810.079,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 409.110.770.323,- atau sebesar 92,11%.
Target kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2021 mengacu pada 3 (tiga) target yaitu
1) Target kinerja yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng 2021-2026; 2) Target kinerja yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan 3) Target kinerja yang mengacu kepada Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
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BAB I   
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyatakan bahwa azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraa negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.
Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi pelayanan kepada masyarakat.
Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawabannya yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.


1.2. Gambaran Umum
1.2.1 Kondisi Geografis Daerah
Luas wilayah Kabupaten Soppeng ± 1500 km persegi yang terdiri dari dataran dan perbukitan. Luas dataran 700 km persegi berada pada ketinggian rata-rata 80 meter diatas permukaan laut. Perbukitan yang luasnya 800 m persegi berada pada ketinggian rata-rata 200 m diatas permukaan laut. Secara administrasi pemerintahan Kabupaten Soppeng terdiri dari 8 kecamatan dengan 70 desa/kelurahan.
1.2.2 Susunan Perangkat Daerah
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019, maka susunan perangkat daerah Kabupaten Soppeng terdiri dari:
a. Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng dengan tipe B;
b. Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng dengan tipe C;
c. Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng dengan tipe B;
d. Dinas Daerah Kabupaten Soppeng terdiri dari:
1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dengan Tipe A;
2) Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, dengan Tipe A;
3) Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian, dan urusan pemerintahan bidang perikanan, dengan Tipe A;
4) Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan, dengan Tipe A;
5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan Tipe B;
6) Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, dengan Tipe C;
7) Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian, dengan Tipe B;
8) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan, dengan Tipe C;
9) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan, dengan Tipe A;
10) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi, dengan Tipe A;
11) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran, dengan Tipe A;
12) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dengan Tipe A;
13) Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, dengan Tipe B;
14) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan Tipe C;
15) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dengan Tipe A;
16) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dengan Tipe A;
17) Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, dengan Tipe A;
18) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan, dengan Tipe C.
e. Badan Daerah terdiri dari:
1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan tipe B;
2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan tipe A;
3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tipe B; dan
4) Badan Penanggulangan Daerah.
f. Kecamatan terdiri dari:
1) Kecamatan Lalabata dengan tipe A;
2) Kecamatan Marioriwawo dengan tipe A;
3) Kecamatan Liliriaja dengan tipe A;
4) Kecamatan Citta dengan tipe B;
5) Kecamatan Ganra dengan tipe A;
6) Kecamatan Lilirilau dengan tipe A;
7) Kecamatan Donri-Donri dengan tipe A;
8) Kecamatan Marioriawa dengan tipe A;
1.3. Gambaran Singkat Organisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng. Sebelumnya Dinas Pendidikan menyatu dengan Dinas Pemuda Olahraga dengan nama organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Setelah perda kelembagaan ditetapkan, maka sejak Tahun 2017 Dinas Pendidikan telah berdiri sendiri menjadi Dinas Pendidikan. Namun pada Tahun 2019 Perda kelembagaan kembali mengalami perubahan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Perda tersebut Dinas Pendidikan dirubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1.3.1. Jumlah Pegawai, Jenjang Pendidikan dan Golongan 
Berdasarkan data kepegawaian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng mempunyai pegawai PNS sebanyak 83 orang. Adapun data kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1.1
Daftar Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng Berdasarkan Jenjang Pendidikan
	No
	Pendidikan
	Jenis Kelamin
	Jumlah

	
	
	L
	P
	

	1
	SD / Sederajat
	-
	-
	-

	2
	SMP / Sederajat
	-
	-
	-

	3
	SMA / Sederajat
	3
	8
	11

	4
	D1 – D3
	-
	3
	3

	5
	S1 / Sederajat
	17
	21
	38

	6
	S2
	15
	14
	29

	7
	S3
	2
	
	2

	JUMLAH
	37
	46
	83


Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian, Tahun 2021







                       Tabel 1.2
Daftar Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng Berdasarkan Golongan
	No
	Golongan
	Jenis Kelamin
	Jumlah

	
	
	L
	P
	

	1
	IV/c
	1
	-
	1

	2
	IV/b
	3
	-
	3

	3
	IV/a
	11
	3
	14

	4
	III/d
	5
	18
	23

	5
	III/c
	5
	3
	8

	6
	III/b
	10
	12
	22

	7
	III/a
	1
	3
	4

	8
	II/d
	-
	2
	2

	9
	II/c
	2
	-
	2

	10
	II/b
	-
	3
	3

	11
	II/a
	-
	-
	

	JUMLAH
	37
	46
	83


Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian, Tahun 2021
Sedangkan Pengawas sekolah yang ada di Kabupaten Soppeng digambarkan pada Tabel berikut:
Tabel 1.3
                                                 Daftar Pengawas SD Kabupaten Soppeng Berdasarkan Wilayah
	No
	Wilayah
	Pengawas SD

	
	
	L
	P
	Jumlah

	1
	Kec. Lalabata
	4
	-
	4

	2
	Kec. Marioriwawo
	3
	1
	4

	3
	Kec. Lili Rilau
	4
	1
	5

	4
	Kec. Liliriaja
	1
	2
	3

	5
	Kec. Donri-Donri
	3
	1
	4

	6
	Kec. Mario Riawa
	-
	2
	2

	7
	Kec. Ganra
	2
	-
	2

	8
	Kec. Citta
	1
	-
	1

	
	Total
	18
	7
	25


Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2021


Tabel 1.4
                                        Daftar Pengawas SMP Kabupaten Soppeng Berdasarkan Bidang Studi
	No
	Bidang Studi
	Pengawas SMP

	
	
	L
	P
	Jumlah

	1
	Bahasa Indonesia
	1
	1
	2

	2
	IPS
	2
	-
	2

	3
	Bahasa Inggris
	1
	1
	2

	4
	Pendidikan Agama
	1
	-
	1

	5
	Matematika
	2
	-
	2

	6
	PJOK
	1
	-
	1

	7
	PKN
	1
	-
	1

	8
	BK
	1
	-
	1

	9
	IPA
	3
	-
	3

	10
	Seni Budaya
	-
	-
	-

	
	Total
	13
	2
	15


Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2021
1.3.2. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2019 tetang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, maka organisasi perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki struktur sebagai berikut:
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
3. Subbagian Keuangan.
c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
1. Seksi Kurukulum dan Penilaian;
2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
e. Bidang Kebudayaan
1. Seksi Cagar Budaya;
2. Seksi Sejarah dan Tradisi;
3. Seksi Kesenian.
f. Bidang Pembinaan Pendidik Ketenagaan
1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
3. Seksi Tenaga Kebudayaan.
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
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1.3.3. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, maka uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:
1. Kepala Dinas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
c. pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
d. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi Dinas urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. Sedangkan rincian tugas Kepala Dinas sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan, serta kesekretariatan;
g. mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis bidang pembinaan PAUD dan pendidikan nonformal, bidang pembinaan DIKDAS, bidang kebudayaan, dan bidang pembinaan ketenagaan;
h. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum bidang pembinaan PAUD dan pendidikan nonformal, bidang pembinaan DIKDAS, bidang kebudayaan, dan bidang pembinaan ketenagaan;
i. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis program dan kegiatan pengelolaan keuangan, barang milik daerah, laporan keuangan, organisasi dan tatalaksana, urusan umum dan rumah tangga, kepegawaian dan urusan publikasi, serta hubungan masyarakat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
j. menyelenggarakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan;
k. mengoordinasikan dan menyelenggarakan kerja sama di bidang PAUD dan pendidikan nonformal, bidang DIKDAS, bidang kebudayaan, dan bidang pembinaan ketenagaan;
l. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi dan advokasi hukum di bidang PAUD dan pendidikan nonformal, bidang DIKDAS, bidang kebudayaan, dan bidang pembinaan ketenagaan;
m. menyelenggarakan penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi di bidang PAUD dan pendidikan nonformal, bidang DIKDAS, bidang kebudayaan, dan bidang pembinaan ketenagaan;
o. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang pembinaan PAUD dan pendidikan nonformal, bidang pembinaan DIKDAS, bidang kebudayaan, dan bidang pembinaan ketenagaan serta tugas-tugas kesekeretariatan dinas;
p. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
s. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengoordinasikan, dan melaksanakan program dan kegiatan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
b. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
c. pengoordinasian perencanaan dan pelaporan;
d. pengoordinasian administrasi keuangan;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya Sedangkan rincian tugas Sekretaris sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. mengoordinasikan dan merumuskan rencana operasional program, kegiatan dan anggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
g. mengoordinasikan pelaksanaan urusan kesekretariatan, bidang pembinaan PAUD dan pendidikan nonformal, bidang pembinaan DIKDAS, bidang kebudayaan, dan bidang pembinaan ketenagaan;
h. mengoordinasikan dan menyusun bahan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang kesekretariatan, bidang pembinaan PAUD dan pendidikan nonformal, bidang pembinaan DIKDAS, bidang kebudayaan, dan bidang pembinaan ketenagaan;
i. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, humas, arsip, pengelolaan barang/jasa, penataan organisasi dan tatalaksana, serta dokumentasi dinas;
j. melaksanakan urusan perencanaan, umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pelaporan kegiatan Dinas;
k. merencanakan, mengoordinasikan dan menggerakkan serta mengendalikan kebijakan dan prosedur kerja lingkup Dinas;
l. mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan/atau dokumen perencanaan;
m. menyusun kerangka regulasi yang terkait dengan tugas sekretariat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi dalam lingkungan kesekretariatan;
o. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
p. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam memimpin, menyiapkan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi urusan ketatausahaan dan pengelolaan kepegawaian dinas yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun rincian tugas Subbagian Umum dan Kepegawiaan sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala subbagian/seksi dan mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
h. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
i. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
j. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang milik daerah;
k. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang milik daerah;
l. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
m. melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan dinas;
n. mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
o. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara, kehumasan dan keprotokoleran;
p. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
q. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
r. menggordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
s. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
t. menyusun rencana kebutuhan dan usulan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan dinas;
u. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin, dan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara;
v. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
w. melakukan koordinasi administrasi terhadap pengkajian dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan dalam lingkup Dinas sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;
x. mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
y. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
z. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
aa. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
bb. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
4. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam memimpin, menyiapkan bahan, menghimpun, mengelola dan melakukan administrasi urusan perencanaan dan pelaporan serta melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pelaporan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun rincian tugas Subbagian Perencanaan dan Pelaporan sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis urusan perencanaan dan pelaporan;
g. menghimpun dan mempersiapkan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan laporan dinas;
h. mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan serta pelaporan dinas;
i. melakukan penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j. melakukan pengumpulan data realisasi capaian kinerja bulanan;
k. menyusun laporan capaian kinerja triwulan dan semester;
l. melakukan evaluasi kinerja anggaran dinas;
m. melakukan revisi anggaran untuk kebutuhan rencana kerja tahunan dinas;
n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
o. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan urusan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan sesuai prosedur yang berlaku agar berjalan sebagaimana mestinya;
p. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
q. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
r. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
5. Subbagian Keuangan
Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam memimpin, menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah dan melakukan administrasi keuangan atau penatausahaan keuangan meliputi penyusunan anggaran, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun rincian tugas Subbagian Keuangan sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis pengelolaan keuangan;
g. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun rencana kebutuhan gaji;
h. mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan dinas;
i. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan dinas;
j. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
l. menyusun realisasi perhitungan anggaran;
m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
n. mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan data sebagai bahan penyusunan laporan hasil pemeriksaan keuangan;
o. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
q. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
r. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Kepala Subbagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
s. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
6. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan bidang pembinaan PAUD dan pendidikan nonformal yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal
mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
d. pelaksanaan administrasi Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Adapun rincian tugas Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan nonformal;
g. melaksanakan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD, dan pendidikan nonformal;
h. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
i. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan PAUD dan pendidikan nonformal;
j. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD, dan pendidikan nonformal;
k. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan nonformal;
l. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
m. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
7. Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Nonformal
Seksi Kurikulum dan Penilaian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal dalam memimpin, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan seksi kurikulum dan penilaian PAUD dan pendidikan nonformal yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun rincian tugas sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kurikulum dan Penilaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan pendidikan nonformal;
g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang kurikulum dan penilaian PAUD dan pendidikan nonformal serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
h. melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian PAUD dan pendidikan nonformal;
i. melakukan penyiapan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan nonformal;
j. melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian PAUD dan pendidikan nonformal;
k. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian PAUD dan pendidikan nonformal;
l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
m. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
o. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
8. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Nonformal
Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal dalam memimpin, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan seksi kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan pendidikan nonformal yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun uraian tugasnya sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan pendidikan nonformal;
g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan pendidikan nonformal, serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
h. melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan pendidikan nonformal;
i. melakukan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan pendidikan nonformal;
j. melakukan penyiapan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan PAUD dan pendidikan nonformal;
k. melakukan penyiapan bahan penyusunan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan pendidikan nonformal;
l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
m. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
o. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
9. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Nonformal Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal dalam memimpin, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun rincian tugas Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Nonformal sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis peserta didik PAUD dan pendidikan nonformal;
g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik PAUD dan pendidikan nonformal serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
h. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik PAUD dan pendidikan nonformal;
i. melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik PAUD dan pendidikan nonformal;
j. melakukan penyiapan bahan penyusunan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik PAUD dan pendidikan nonformal;
k. melakukan penyiapan bahan penyusunan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik PAUD dan pendidikan nonformal;
l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
m. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
o. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
10. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan
kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan uusan pemerintahan daerah yang terkait dengan bidang pembinaan SD dan SMP yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam menyelnggarkan tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan SD dan SMP;
b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan SD dan SMP;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan SD dan SMP;
d. pelaksanaan administrasi bidang pembinaan SD dan SMP;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya Adapun rincian tugasnya sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pembinaan DIKDAS sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pembinaan DIKDAS untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan SD dan SMP;
g. melaksanakan pembinaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SD dan SMP;
h. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal SD dan SMP;
i. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan SD dan SMP;
j. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SD dan SMP;
k. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
l. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SD dan SMP;
m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
n. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
o. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Kepala Bidang Pembinaan DIKDAS dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
11. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar
Seksi Kurikulum dan Penilaian dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dalam memimpin, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan kurikulum dan penilaian SD dan SMP yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun rincian tugas Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kurikulum dan Penilaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis kurikulum dan penilaian SD dan SMP;
g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kurikulum dan penilaian SD dan SMP serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
h. melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian SD dan SMP;
i. melakukan penyiapan bahan penyusunan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian SD dan sekolah menengah pertama;
j. melakukan penyiapan bahan penyusunan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian SD dan SMP;
k. melakukan penyiapan bahan penyusunan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
l. melakukan penyiapan bahan penyusunan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian SD dan SMP;
m. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
n. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
o. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
p. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
12. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar
Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dalam memimpin, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan seksi kelembagaan dan sarana prasarana SD dan SMP yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun rincian tugas Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis kelembagaan dan sarana prasarana SD dan SMP;
g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana SD dan SMP serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
h. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana SD dan SMP;
i. melakukan penyiapan bahan penyusunan perumusan pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana SD dan SMP;
j. melakukan penyiapan bahan penyusunan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana SD dan SMP;
k. melakukan penyiapan bahan penyusunan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan SD dan SMP;
l. melakukan penyiapan bahan penyusunan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kelembagaan, sarana, dan prasarana SD dan SMP;
m. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
n. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
o. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
p. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
13. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar
Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dalam memimpin, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun rincian tugas Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik SD dan SMP;
g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan peserta didik dan pembangunan karakter serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
h. melakukan koordinasi dengan SKPD terkait penyelenggaraan program dan kegiatan di Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
i. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan dan kebijakan teknis pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik SD dan SMP;
j. melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik SD dan SMP;
k. melakukan penyiapan bahan penyusunan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik SD dan SMP;
l. melakukan penyiapan bahan penyusunan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik SD dan SMP;
m. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
n. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
o. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
p. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
14. Bidang Kebudayaan
Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan Bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Bidang mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis Bidang Kebudayaan;
b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Kebudayaan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Kebudayaan;
d. pelaksanaan administrasi Bidang Kebudayaan;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun rincian tugasnya sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Kebudayaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kebudayaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
g. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
h. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan dan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
i. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan bahan pelestarian tradisi masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
j. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
k. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
l. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
m. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
n. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten;
o. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten;
p. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
q. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis bidang kebudayaan;
r. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
s. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
t. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Kepala Bidang Kebudayaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
15. Seksi Cagar Budaya
Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kebudayaan dalam memimpin, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun rincian tugasnya sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
h. menyiapkan bahan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
i. menyiapkan bahan penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
j. menyiapkan bahan penyusunan bahan pelaksanaan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan museum;
k. menyiapkan bahan penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten;
l. menyiapkan bahan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
m. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
n. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
o. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
p. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
16. Seksi Sejarah dan Tradisi
Seksi Sejarah dan Tradisi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kebudayaan dalam memimpin, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Sejarah dan Tradisi yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun rincian tugasnya sebaagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sejarah dan Tradisi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Sejarah dan Tradisi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis sejarah dan tradisi;
g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan seksi sejarah dan tradisi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
h. mengoordinasikan kegiatan terkait seksi sejarah dan tradisi;
i. melakukan penyusunan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
j. melakukan penyiapan bahan penyusunan pelestarian tradisi;
k. melakukan penyiapan bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi;
l. melakukan penyiapan bahan penyusunan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
m. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
n. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
o. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
p. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.


17. Seksi Kesenian
Seksi Kesenian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kebudayaan dalam memimpin, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Kesenian yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun rincian tugasnya sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesenian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kesenian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis pembinaan kesenian;
g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Seksi Kesenian serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
h. mengoordinasikan kegiatan terkait pembinaan kesenian;
i. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan kesenian;
j. menyiapkan bahan dan menyusun bahan pelaksanaan pembinaan kesenian;
k. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kesenian;
l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
m. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. menyiapkan bahan dan menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan kesenian;
o. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Kepala Seksi Kesenian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
p. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
18. Bidang Pembinaan Ketenagaan
Bidang Pembinaan Ketenagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan bidang pembinaan PTK PAUD, SD dan SMP, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Bidang mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pembinaan Ketenagaan;
b. pelaksanaan kebijakan Bidang Pembinaan Ketenagaan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pembinaan Ketenagaan;
d. pelaksanaan administrasi Bidang Pembinaan Ketenagaan;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun rincian tugasnya sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pembinaan Ketenagaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. mengoordinasikan dan menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Ketenagaan yang meliputi PTK PAUD dan Pendidikan Nonformal, PTK Dikdas dan Tenaga Kebudayaan;
g. mengoordinasikan dan menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan PTK PAUD, SD, SMP, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
h. mengoordinasikan dan menyusun bahan kebijakan di bidang pembinaan PTK PAUD, SD, SMP, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
i. mengoordinasikan dan menyusun bahan rencana kebutuhan PTK PAUD, SD, SMP, dan pendidikan nonformal;
j. mengoordinasikan dan menyusun bahan pembinaan PTK PAUD, SD, SMP, dan pendidikan nonformal;
k. mengoordinasikan dan menyusun rekomendasi pemindahan PTK dalam kabupaten;
l. mengoordinasikan dan menyusun bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
m. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis Bidang Pembinaan Ketenagaan;
n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
o. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
p. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
19. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal
Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dalam memimpin, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Nonformal yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun rincian tugasnya sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis pembinaan PTK PAUD dan pendidikan nonformal;
g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan pendidikan nonformal serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
h. melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan PTK PAUD dan pendidikan nonformal;
i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan PTK PAUD dan pendidikan nonformal;
j. melakukan penyiapan bahan pembinaan PTK PAUD dan pendidikan nonformal;
k. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan PTK PAUD dan pendidikan nonformal;
l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
m. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
o. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
20. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dalam memimpin, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun rincian tugasnya sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis pembinaan PTK DIKDAS dan SMP;
g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
h. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan PTK DIKDAS dan SMP;
i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan PTK DIKDAS dan SMP;
j. menyiapkan bahan penyusunan pembinaan PTK DIKDAS dan SMP;
k. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan PTK DIKDAS dan SMP;
l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
m. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
o. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
21. Seksi Ketenagaan
Seksi Tenaga Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dalam memimpin, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Tenaga Kebudayaan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Adapun rincian tugasnya sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Tenaga Kebudayaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Tenaga Kebudayaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Seksi Tenaga Kebudayaan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
h. mengoordinasikan kegiatan terkait pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
i. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
j. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
k. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
l. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
m. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
n. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
o. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Kepala Seksi Tenaga Kebudayaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
p. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1.3.4. Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Berdasarkan Rekapitulasi Buku Inventaris Tingkat Sub Kelompok sampai akhir Tahun Anggaran 2021, maka sarana dan prasarana atau aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut:
 Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
                                                   Tahun 2021
	KODE BARANG
	KODE RINCIAN
OBJEK
	
RINCIAN OBJEK BARANG
	JUMLAH BARANG
	JUMLAH HARGA (Rp)
	
KET

	1
	
	ASET
	70728
	568,056,264,806.89
	

	1.3
	
	ASET TETAP
	70,728.00
	568,056,264,806.89
	

	1.3.1
	
	TANAH
	315.00
	83,492,895,962.24
	

	1.3.1.01
	
	TANAH
	315.00
	83,492,895,962.24
	

	
	1.3.1.01.01
	TANAH PERSIL
	314.00
	83,444,723,007.24
	

	
	1.3.1.01.03
	LAPANGAN
	1.00
	48,172,955.00
	

	1.3.2
	
	PERALATAN DAN MESIN
	53,875.00
	89,676,589,110.42
	

	1.3.2.02
	
	ALAT ANGKUTAN
	94.00
	1,874,316,300.00
	

	
	1.3.2.02.01
	ALAT ANGKUTAN DARAT
BERMOTOR
	93.00
	1,873,826,300.00
	

	
	1.3.2.02.02
	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR
	1.00
	490,000.00
	

	1.3.2.03
	
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR
	16.00
	14,476,060.00
	

	
	1.3.2.03.01
	ALAT BENGKEL BERMESIN
	6.00
	7,690,000.00
	

	
	1.3.2.03.02
	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN
	1.00
	396,000.00
	

	
	1.3.2.03.03
	ALAT UKUR
	9.00
	6,390,060.00
	

	1.3.2.04
	
	ALAT PERTANIAN
	414.00
	567,301,139.00
	

	
	1.3.2.04.01
	ALAT PENGOLAHAN
	414.00
	567,301,139.00
	

	1.3.2.05
	
	ALAT KANTOR DAN RUMAH
TANGGA
	37,038.00
	31,010,526,072.70
	

	
	1.3.2.05.01
	ALAT KANTOR
	9,663.00
	15,525,035,463.41
	

	
	1.3.2.05.02
	ALAT RUMAH TANGGA
	27,277.00
	15,289,480,609.29
	

	
	1.3.2.05.03
	MEJA DAN KURSI
KERJA/RAPAT PEJABAT
	98.00
	196,010,000.00
	

	1.3.2.06
	
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR
	631.00
	2,732,432,149.00
	

	

	1.3.2.06.01
	ALAT STUDIO
	555.00
	2,420,200,649.00
	

	
	1.3.2.06.02
	ALAT KOMUNIKASI
	57.00
	140,855,500.00
	

	
	1.3.2.06.03
	PERALATAN PEMANCAR
	19.00
	171,376,000.00
	

	1.3.2.07
	
	ALAT KEDOKTERAN DAN
KESEHATAN
	70.00
	52,355,370.00
	

	
	1.3.2.07.01
	ALAT KEDOKTERAN
	70.00
	52,355,370.00
	

	1.3.2.08
	
	ALAT LABORATORIUM
	555.00
	2,420,200,649.00
	

	
	1.3.2.08.01
	UNIT ALAT LABORATORIUM
	57.00
	140,855,500.00
	

	
	1.3.2.08.03
	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH
	19.00
	171,376,000.00
	

	1.3.2.10
	
	KOMPUTER
	70.00
	52,355,370.00
	

	
	1.3.2.10.01
	KOMPUTER UNIT
	70.00
	52,355,370.00
	

	
	1.3.2.10.02
	PERALATAN KOMPUTER
	555.00
	2,420,200,649.00
	

	1.3.2.15
	
	ALAT KESELAMATAN KERJA
	57.00
	140,855,500.00
	

	
	1.3.2.15.03
	ALAT SAR
	19.00
	171,376,000.00
	

	1.3.2.19
	
	PERALATAN OLAH RAGA
	70.00
	52,355,370.00
	

	
	1.3.2.19.01
	PERALATAN OLAH RAGA
	70.00
	52,355,370.00
	

	1.3.3
	
	GEDUNG DAN BANGUNAN
	555.00
	2,420,200,649.00
	

	1.3.3.01
	
	BANGUNAN GEDUNG
	57.00
	140,855,500.00
	

	
	1.3.3.01.01
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
	19.00
	171,376,000.00
	

	
	1.3.3.01.02
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL
	70.00
	52,355,370.00
	

	1.3.3.02
	
	MONUMEN
	70.00
	52,355,370.00
	

	
	1.3.3.02.01
	CANDI/TUGU
PERINGATAN/PRASASTI
	555.00
	2,420,200,649.00
	

	1.3.4
	
	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI
	57.00
	140,855,500.00
	

	1.3.4.02
	
	BANGUNAN AIR
	19.00
	171,376,000.00
	

	
	1.3.4.02.01
	BANGUNAN AIR IRIGASI
	70.00
	52,355,370.00
	

	
	1.3.4.02.05
	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH
	70.00
	52,355,370.00
	

	1.3.4.03
	
	INSTALASI
	555.00
	2,420,200,649.00
	

	
	1.3.4.03.01
	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU
	57.00
	140,855,500.00
	

	1.3.4.04
	
	JARINGAN
	19.00
	171,376,000.00
	

	
	1.3.4.04.01
	JARINGAN AIR MINUM
	70.00
	52,355,370.00
	

	
	1.3.4.04.02
	JARINGAN LISTRIK
	70.00
	52,355,370.00
	

	
	1.3.4.04.03
	JARINGAN TELEPON
	5.00
	34,810,000.00
	

	1.3.5
	
	ASET TETAP LAINNYA
	14,186.00
	8,031,145,972.65
	

	1.3.5.01
	
	BAHAN PERPUSTAKAAN
	12,060.00
	4,960,918,021.05
	

	
	1.3.5.01.01
	BAHAN PERPUSTAKAAN
TERCETAK
	11,574.00
	4,706,114,607.05
	

	
	1.3.5.01.03
	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN
	449.00
	237,974,774.00
	

	
	1.3.5.01.05
	KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)
	37.00
	16,828,640.00
	

	
1.3.5.02
	
	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLA
HRAGA
	2,125.00
	2,963,227,951.60
	

	
	1.3.5.02.01
	BARANG BERCORAK KESENIAN
	1,938.00
	2,660,432,542.00
	

	
	1.3.5.02.02
	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN
	186.00
	301,795,409.60
	

	
	1.3.5.02.03
	TANDA PENGHARGAAN
	1.00
	1,000,000.00
	

	1.3.5.07
	
	ASET TETAP DALAM
RENOVASI
	1.00
	107,000,000.00
	

	
	1.3.5.07.01
	ASET TETAP DALAM
RENOVASI
	1.00
	107,000,000.00
	

	
	
	TOTAL
	70.728,00
	568.056.264.806,89
	


Sumber : Pengelola Barang Milik Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2021
Sedangkan jumlah sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut:
                                                          






                                                                 Tabel 1.6 Sarana Pendidikan                   
                                                                                  Tahun 2021
	No
	Uraian
	Jumlah

	1
	Lembaga PAUD
	171
	Unit

	2
	Sekolah SD/MI Sederajat
	253
	Unit

	3
	Sekolah SMP/MTs Sederajat
	38
	Unit

	4
	Jumlah Ruang Kelas PAUD
	432
	Unit

	5
	Jumlah Ruang Kelas SD/MI Sederajat
	1667
	Unit

	6
	Jumlah Ruang Kelas SMP/MTs Sederajat
	495
	Unit


Sumber : DAPODIK, Tahun 2021
1.3.5	Penghargaan yang diperoleh Tahun 2021
              Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun 2021 menerima beberapa
 penghargaan sebagai berikut:
1. Penghargaan dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Juara I Kategori Program Sekolah Penggerak (PSP) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021
2. Penghargaan dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Juara I Kategori Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021”.
3. Penghargaan dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Juara I Kategori Rapor Mutu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021
1.3.6 Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka telah dilakukan identifikasi permasalahan-permasalahan terkait bidang pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Soppeng. Hal tersebut dapat dilihat pada table berikut:
Tabel 1.7
Permasalahan Utama Bidang Pendidikan
	No
	Masalah
	Masalah Pokok
	Akar Masalah

	I
	PENDIDIKAN
	
	

	1
	SPM PAUD Tahun 2020 masih rendah yaitu 59,91% dari target 100%
	· Tingkat partisipasi sekolah penduduk usia 5-6 tahun pada PAUD belum maksimal
	· Rendahnya kesadaran orang tua untuk memasukkan anaknya pada layanan PAUD sebelum memasuki jenjang sekolah dasar
· Masih terbatasnya sarana dan prasarana PAUD utamanya alat permainan edukatif (APE) sehingga banyak yang kurang berminat memasuki lembaga PAUD
· Faktor geografis yang menyebabkan beberapa anak usia PAUD kesulitan untuk menjangkau fasilitas PAUD

	2
	SPM Pendidikan Dasar Belum Maksimal, Tahun 2020 terealisasi 90,67% dari target 100%.
	Tingkat partisipasi sekolah penduduk usia 7-15 tahun pada Pendidikan Dasar belum maksima.
	- Faktor ekonomi keluarga - Masih adanya siswa putus sekolah baik dalam jenjang SD dan SMP maupun putus antar jenjang SD dan SMP

	3
	SPM Kesetaraan Tahun 2020 masih rendah yaitu 66,66% dari target 100%.
	- Tingkat partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah pada Pendidikan Kesetaraan masih rendah.
	- Masih rendahnya minat anak putus sekolah untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan. - Masih banyaknya Anak Tidak Sekolah yang tidak lagi berminat untuk melanjutkan pendidikan.
 - Faktor ekonomi keluarga yang memaksa anak untuk mencari pekerjaan secara dini untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga keluarganya

	4
	Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2020 Masih Rendah, yaitu 12,90 tahun
	- Tingkat partisipasi sekolah penduduk usia 7-25 tahun belum maksima
	 - Masih banyaknya penduduk usia 7-25 Tahun yang tidak bersekolah sampai jenjang sarjana (S1)

	5
	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2020 Masih Rendah, yaitu 8,71 tahun.
	Tingkat pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas masih rendah.
	- Masih banyaknya penduduk usia 25 Tahun ke atas yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan tidak mau berpartispasi pada Pendidikan Kesetaraan.





	No
	Masalah
	Masalah Pokok
	Akar Masalah

	6
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV belum maksimal, yaitu 92,91% dari target 100%.
	Terbatasnya fasilitas untuk dapat melanjutkan ke jenjang S1/D-IV. - Kurangnya minat guru untuk melanjutkan.
	Guru tidak dapat melanjutkan pendidikan tanpa meninggalkan tugas. - Adanya guru yang


Tabel 1.8
Permasalahan Utama Bidang Kebudayaan

	No
	Masalah
	Masalah Pokok
	Akar Masalah

	II
	KEBUDAYAAN
	
	

	1
	Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan belum maksimal.
	- Belum adanya penetapan benda situs dan kawasan cagar budaya
	Belum adanya Tim Ahli cagar budaya di Kabupaten Soppeng.
 - Belum adanya pamong budaya

	2
	Karya Budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi belum ada
	 - Belum adanya data base terkait karya budaya, maupun sejarah dan tradis.
	Belum dilakukan pendataan.
 - Belum ada pamong budaya.

	3
	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya masih kurang..
	- Masih terbatasnya jumlah sanggar seni dan budaya yang ada dan memiliki Nipok
	 - Kurangnya minat pemilik sanggar seni dan budaya untuk melakukan pementasan yang disebabkan terbatasnya akses penyelenggaraan baik sarana dan prasarana maupun pembiayaan..
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BAB II   
PERENCANAAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis
Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng mengacu pada visi Kabupaten Soppeng 2021-2026 yaitu: “Pemerintah yang lebih Melayani dan Kabupaten Soppeng yang Lebih Baik“. Sedangkan Misi Kabupaten Soppeng yang menjadi strong point Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu misi ke-2 “Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat Secara Merata dan Berkualitas”.
Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan visi tersebut yaitu “Terwujudnya Pendidikan Yang Unggul”. Pendidikan yang unggul, mengandung makna menyatukan tekad yang bulat untuk mencapai pelayanan pendidikan yang lebih baik, sedangkan unggul adalah penyelenggaraan pendidikan yang memiliki standar mutu, termasuk standar pelayanan minimal pendidikan, memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan pengembangan ilmu dan teknologi, memiliki kelebihan positif, berdaya guna dan berhasil guna, berorientasi ke depan dan berkelanjutan, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, dukungan sistem kebijakan daerah yang unggul serta mampu membangun kecakapan personal bagi masyarakat.
Selanjutnya untuk mencapai visi tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan akses pendidikan yang merata, terjangkau, setara, berkelanjutan serta berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Mewujudkan kualitas/mutu dan relevansi pendidikan yang memiliki keunggulan serta memberdayakan lembaga pendidikan formal dan non formal.
Adapun tujuan yang telah dirumuskan pada RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2021–2026 adalah:
“Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat Secara Merata dan Berkualitas”.
Adapun sasaran-sasaran yang hendak diwujudkan meliputi:
1. Meningkatnya pengelolaan pendidikan formal dan non formal berbasis SPM.
2. Meningkatnya pengelolaan PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF secara merata berbasis sonasi
3. Meningkatnya pengelolaan kurikulum mulok PAUD, Pendidikan dasar dan Kesetaraan
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya dan mengembangkan kebudayaan daerah
5. Meningkatnya kapasitas aparatur dan kualitas layanan penyelenggaraan urusan pada dinas pendidikan dan kebudayaan
2.2. Target Kinerja Yang Mengacu Kepada Sasaran RPJMD
Target kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu kepada sasaran jangka menengah Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026,. Adapun target kinerja tersebut sebagaimana tabel berikut:
                                                               Tabel 2.1 Indikator Sasaran RPJMD
	
No
	
Sasaran
	
Indikator
	Target
Tahun 2021
	Target Nasional
	
Keterangan

	1
	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Formal dan Non Formal Berbasis SPM
	Rata-rata Capaian SPM Pendidikan (%)
	100
	100
	- Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD
- Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI,SMP,MTs)
- Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalan pendidikan kesetaraan   

	2
	Meningkatnya Pengelolaan PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF Secara Merata Berbasis Zonasi
	Persentase Pemenuhan Guru dan Tendik PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Setaraan Sesuai Standar
	100
	100
	Persentase PTK kualifikasi pendidikan minimal S.1-D.IV

	3
	Meningkatnya Pengelolaan Kurikulum Mulok PAUD, Pendidikan Dasar dan kesetaraan
	Persentase Penerapan Kurikulum Muatan Lokal PAUD, Dasar dan Kesetaraan
	100
	100
	Jumlah Kurikulum Mulok yang dikembangkan

	4
	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk Melestarikan Budaya dan Mengembangkan Kebudayaan Daerah
	Persentase Peserta PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan yang Lancar Berbahasa Bugis dan Mengetahui Cerita Rakyat Daerah
	80%
	100
	· Persentase pengembangan Kesenian Daerah
· Benda situs dan kawasan cagar Budaya

	5
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase aparatur yang Mendapatkan Nilai SKP Berpredikat BAIK
	100%
	100
	Persentase capaian kinerja penunjang urusan dinas pendidikan dan kebudayaan

	
	
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	77-79
	100
	



2.3. Target Kinerja Yang Mengacu Kepada Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Target kinerja yang mengacu kepada sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Indikator Kinerja Utama SKPD sebagaimana tertuang dalam Renstra Dikbud Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021. Target kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari 5 (lima) target sasaran, yaitu 
1). Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Formal dan Nonformal Berbasis SPM; 
2).Meningkatnya Pengelolaan PTK, Pendidikan Dasar, PAUD, dan PNF secara Merata Berbasis Zonasi; 
3). Meningkatnya Pengelolaan Kurikulum Mulok PAUD, Pendidikan Dasar dan Kesetaraan 
4). Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk Melestarikan Budaya dan Mengembangkan Kebudayaan Daerah.. 
5) Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Dinas Pendidiakan dan Kebuayaan
2.3.1. Target Kinerja Sasaran 1 “Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Formal dan Nonformal Berbasis SPM”.
Sasaran ini fokus pada upaya pencapaian layanan pendidikan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Berdasarkan regulasi tersebut, yang menjadi indikator kinerjanya adalah sebagai tabel berikut:
Tabel 2.2
Indikator Sasaran 1
	
No
	
Sasaran
	
Indikator
	Target Tahun
2021
	Target Nasional
	
Keterangan

	1
	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Formal dan NonFormal Berbasis SPM
	Rata-Rata Capaian SPM Pendidikan %
	100%
	100
	- Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD
- Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI,SMP,MTs)
- Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalan pendidikan kesetaraan   .



2.3.2. Target Kinerja Sasaran 2 “Meningkatnya Pengelolaan PTK Pendidikan Dasar, PAUD 
dan PNF secara Merata Berbasis Zonasi”.
Sasaran ini fokus pada upaya pelayanan pendidikan dengan perbaikan mutu melalui upaya peningkatan akreditasi sekolah dan peningkatan kualitas guru. Adapun yang menjadi indikator kinerjanya adalah sebagai tabel berikut:                                                             Tabel 2.3
Indikator Sasaran 2
	
No
	
Sasaran
	
Indikator
	Target
Tahun 2021
	Target Nasional
	
Keterangan

	1
	Meningkatnya Pengelolaan PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF secara merata Berbasis Zonasi
	1. Persentase Pemenuhan Guru dan tendik PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan Sesuai Standar
	100 %
	100
	Persentase PTK kualifikasi pendidikan minimal S.1-D.IV



2.3.3. Target Kinerja Sasaran 3 “Meningkatnya Pengelolaan Kurikulum Mulok PAUD, Pendidikan Dasar dan Kesetaraan”.
Tabel 2.4
Indikator Sasaran 3
	
No
	
Sasaran
	
Indikator
	Target Tahun
2021
	Target Nasional
	
Keterangan

	1
	Meningkatnya Pengelolaan Kurikulum Mulok PAUD, Pendidikan Dasar dan Kesetaraan
	1. Persentase  Penerapan Kurikulum Muatan Lokal PAUD, Dasar dan Kesetaraan
	100 %
	100
	Jumlah Kurikulum Mulok yang dikembangkan



2.3.4. Target Kinerja Sasaran 4 “Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk Melestarikan Budaya dan Mengembangkan Kebudayaan Daerah”.
Sasaran ini fokus untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui perbaikan kinerja aparatur dan pencapaian indikator kinerja utama perangkat daerah. Adapun yang menjadi indikator kinerjanya adalah sebagai tabel berikut:

Tabel 2.5
Indikator Sasaran 4
	
No
	
Sasaran
	
Indikator
	Target Tahun
2021
	Target Nasional
	
Keterangan

	1
	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Untuk Melestarikan Budaya dan Mengembangkan Kebudayaan Daerah.
	1. Persentase Peserta PAUD, Pendidikan Dasar dan Kesetaraan yang Lancar Berbahasa Bugis dan Mengetahui Cerita Rakyat Daerah
	80%
	100
	· Persentase pengembangan Kesenian Daerah
· Benda situs dan kawasan cagar Budaya






2.3.5 Target Kinerja Sasaran 5 “Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan”.
Sasaran ini fokus untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui perbaikan kinerja aparatur dan pencapaian indikator kinerja utama perangkat daerah.
 Adapun yang menjadi indikator kinerjanya adalah sebagai tabel berikut:
Tabel 2.6
Indikator Sasaran 5
	
No
	
Sasaran
	
Indikator
	Target Tahun
2021
	Target Nasional
	
Keterangan

	1
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .
	1. Persentase Aparatur yang mendapatkan Nilai SKP Bepredikat BAIK
	100%
	100
	Persentase capaian kinerja penunjang urusan dinas pendidikan dan kebudayaan

	
	
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	77-79
	100
	



2.1. Target Kinerja Pelayanan SKPD
Target kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada Renstra Dikbud Tahun 2021-2026. Adapun indikator target tersebut tabel berikut:
Tabel 2.7
Target Kinerja Pelayanan SKPD
	
No
	
Indikator
	Target Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2021

	
	
	Jumlah
	Satuan

	1
	Pendidikan Partisipasi Kasar Paud
	100
	%

	2
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
	100
	%

	3
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B
	89,21
	%

	4
	Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)
	67,71
	%

	5
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi/Paket A
	100
	%

	6
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTsPaket B
	100
	%

	7
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A
	100
	%

	8
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTsPaket B
	100
	%

	9
	Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI
	0
	%

	10
	Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
	0
	%

	11
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI
	100
	%

	12
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
	100
	%

	13
	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs
	100
	%

	14
	Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMK/MA
	100
	%

	15
	Fasilitas Pendidikan Sekolah SD/MI Kondisi Bangunan Baik
	85.9
	%

	16
	Fasilitas Pendidikan Sekolah SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik
	83,15
	%

	17
	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (RKS) SD/MI
	125,28
	%

	18
	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (RKS) SMP/MTs
	52,38
	%

	19
	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar (RG/M) SD/MI
	20
	%

	20
	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar (RG/M) SMP/MTS
	20
	%

	21
	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun
	38387
	

	22
	Penduduk yang Berusia di atas 15 tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)
	88
	%

	23
	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S.1,D-IV( Guru Pendidikan Dasar Kualifikasi Pendidikan Minimal S.1,D-IV
	100
	%

	24
	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya 
	5
	Kali

	25
	Benda Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan 
	32
	Situs

	26
	Jumlah Karya Budaya yang Direvatalisasi dan Inventarisasi
	N/A
	Karya

	27
	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara terpadu
	2
	Cagar Budaya


Sumber: Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2016-2021
2.2. Program dan Kegiatan
Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021, maka program dan kegiatan yang direncanakan pada anggaran pokok dan anggaran setelah perubahan Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:
                                                                              
                                                          Tabel 2.8
                                    Rekapitulasi Anggaran Pokok dan Perubahan  BerdasarkanProgram/Kegiatan
                                                                            Tahun Anggaran 2021
	
URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN
	ANGGARAN
	SELISIH
	
%

	
	POKOK
	PERUBAHAN
	
	

	
	Rp
	Rp
	Rp
	

	Pendapatan
	3,000,000
	3,000,000
	0
	100

	Pendapatan Asli Daerah
	3,000,000
	3,000,000
	0
	100

	Hasil Retribusi Daerah
	3,000,000
	3,000,000
	0
	100

	Retribusi Jasa Usaha
	3,000,000
	3,000,000
	0
	100

	  Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
	3,000,000
	3,000,000
	0
	100

	Belanja Daerah
	408,372,376,955
	409,110,770,323
	(738,393,368)
	98.41

	Belanja Tidak Langsung
	310,328,549,085
	304,888,257,530
	5,440,291,55
	98,25

	Belanja Pegawai
	
	
	
	

	Gaji dan Tunjangan
	197,060,318,615
	194,086,021,958
	(2,974,296,657)
	98,49

	Tambahan Penghasilan PNS
	113,268,230,470
	110,802,235,572
	(2,465,994,898)
	97,82

	Belanja Langsung
	98,043,827,870
	104,222,512,793
	6,178,684923
	106,30

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	311,355,238,805
	306,126,438,300
	(5.228.800.505)
	98,32

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah
	108,025,000
	132,297,000
	24.272.000
	122,47

	Penyusunan Dokumen Perencanaan   Perangkat Dearah
	16,100,000
	40,372,000
	
24.272.000

	250,76

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	44,525,000
	44,525,000
	
0,00

	100,00

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	47,400,000
	47,400,000
	0,00
	100,00

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	
310,486,573,785
	
305,046,282,230
	(5.440.291.555)
	98,25

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	310,328,549,085
	304,888,257,530
	(5.440.291.555)
	98,25

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	5,100,000
	5,100,000
	
0,00

	100,00

	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
	152.924.700
	152,924,700
	
0,00

	100,00

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	9,999,550
	18,498,600
	8.499.050
	184,99

	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
	4,999,850
	9,499,450
	4.499.600
	189,99

	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
	4,999,700
	8,999,150
	3.999.450
	179,99

	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	291,307,920
	298,777,920
	7.470.000
	102,56

	Penyediaan Kompenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	698,850
	698,850
	0,00
	100,00

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	8,398,000
	8,398,000
	0,00
	100,00

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	86,750,000
	86,750,000
	0,00
	100,00

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	28,149,500
	39,040,100
	10.890.600
	138,69

	Penyediaan Bahan Material
	45,379,170
	59,491,570
	14.112.400
	131,10

	Fasilitas Kunjungan Tamu
	3,000,000
	0,00
	3.000.000
	0,00

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
	118,932,400
	104,399,400
	(14.533.000)
	87,78

	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	35,850,000
	139,100,000
	103.250.000
	388,01

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	35,850,000
	139,100,000
	103.250.000
	388,01

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	351,238,250
	351,238,250
	0,00
	100,00

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	188,038,250
	188,038,250
	0,00
	100,00

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	163,200,000
	163,200,000
	0,00
	100,00

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	72.244.300
	140.244.300
	68.000.000
	194,13

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	53.638.250
	53.638.250
	0,00
	100

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	8.660.000
	8.660.000
	0,00
	100

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	9.946.050
	77.946.050
	68.000.000
	783,69

	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	70.513.070.150
	70.762.884.450
	249.814.300
	100,35

	Pengelolaan Pendidikan  Sekolah Dasar
	32.242.271.150
	32.369.100.450
	126.829.300
	100,39

	Pembangunan Ruang Unit  Kesehatan Sekolah
	337.804.724
	337.804.724
	0,00
	100

	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
	0,00
	243.219.000
	243.219.000
	#DIV/0!

	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
	15.195.748.976
	15.195.748.976
	0,00
	100

	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
	5.141.672.000
	5.141.672.000
	0,00
	100

	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
	1.299.750.800
	1.299.750.800
	0,00
	100

	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
	6.491.237.500
	6.491.237.500
	0,00
	100

	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
	42.220.000
	42.220.000
	0,00
	100

	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
	3.733.837.150
	3.617.447.450
	(116.389.700)
	96,88

	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
	30.636.899.000
	30.628.709.000
	(8.190.000)
	99,97

	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
	13.450.306.000
	13.451.566.000
	1.260.000
	100,01

	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
	2.600.190.000
	2.600.190.000
	0,00
	100

	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
	1.062.050.000
	1.062.050.000
	0,00
	100

	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
	3.138.290.000
	3.138.290.000
	0,00
	100

	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
	1.795.740.000
	1.795.740.000
	0,00
	100

	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
	5.000.000.000
	5.000.000.000
	0,00
	100

	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
	2.103.620.000
	2.119.520.000
	15.900.000
	100,76

	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
	1.415.903.000
	1.390.553.000
	(25.350.000)
	98,21

	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
	70.800.000
	70.800.000
	0,00
	100

	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
	5.989.700.000
	5.990.375.000
	675.000
	100,01

	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
	138.938.500
	138.938.500
	0,00
	100

	Pembangunan Sarana, Prasarana  dan Utilitas PAUD
	794.750.000
	795.425.000
	675.000
	100,08

	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
	1.654.011.500
	1.654.011.500
	0,00
	100

	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
	37.800.000
	37.800.000
	0,00
	100

	Pengelolaan Dana BOP PAUD
	3.364.200.000
	3.364.200.000
	0,00
	100

	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	1.644.200.000
	1.774.700.000
	130.500.000
	107,94

	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
	1.644.200.000
	1.774.700.000
	130.500.000
	107,94

	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
	32.750.000
	32.750.000
	0,00
	100

	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
	32.750.000
	32.750.000
	0,00
	100

	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar
	32.750.000
	32.750.000
	0,00
	100

	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
	220.298.000
	220.297.850
	(150)
	99,99

	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	220.298.000
	220.297.850
	(150)
	99,99

	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	220.298.000
	220.297.850
	(150)
	99,99

	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
	17.220.000
	17.220.000
	0,00
	100

	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	17.220.000
	17.220.000
	0,00
	100

	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
	17.220.000
	17.220.000
	0,00
	100

	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
	489.400.000
	489.400.000
	0,00
	100

	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
	489.400.000
	489.400.000
	0,00
	100

	  Pengembangan Cagar Budaya
	489.400.000
	489.400.000
	0,00
	100

	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	25.744.400.000
	31.461.779.723
	5.717.379.723
	122,21

	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
	20.697.400
	20.697.400
	0,00
	100

	Pengelolaan Dana BOP PAUD
	20.697.400
	20.697.400
	0,00
	100

	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	511.800.000
	381.300.000
	(130.500.000)
	74,50

	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
	511.800.000
	381.300.000
	(130.500.000)
	74,50

	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
	24.630.800.000
	30.478.679.723
	5.847.879.723
	123,74

	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
	24.630.800.000
	30.478.679.723
	5.847.879.723
	123,74

	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
	581.102.600
	581.102.600
	0,00
	100

	Pengelolaan Dana BOP PAUD
	
581,102,600
	
581,102,600
	
0,00
	100


Berdasarkan daftar program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021, maka program dan kegiatan yang terkait langsung dengan pencapaian target sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:
1. Program dan Kegiatan yang terkait langsung dengan Sasaran 1, sebagai berikut:
Untuk program dan kegiatan yang terkait langsung dengan pencapaian Sasaran 1 sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yaitu:
a. Program Pengelolaan Pendidikan;
1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah dasar; dan
2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan anak Usia Dini (PAUD)
4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal Kesetaraan.
2. Program dan Kegiatan yang terkait langsung dengan Sasaran 2, sebagai berikut:
Untuk program dan kegiatan yang terkait langsung dengan pencapaian Sasaran 2 yaitu:
a. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
1) Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;.
3. Program dan Kegiatan yang terkait langsung dengan Sasaran 3, sebagai berikut:
a. Program Pengembangan Kurikulum;
1) Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan dasar;
2) Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 
Non Formal.
4. Program dan Kegiatan yang terkait langsung dengan Sasaran 4, sebagai berikut:
a. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
1) Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat pelakunya Dalam daerah Kabupaten/Kota;
b. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya  
1) Kegiatan Penetapan cagar Budaya peringkat kabupaten/kota
2) Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat kabupaten/Kota
5. Program Kegiatan yang terkait Langsung dengan Sasaran 5, sebagai berikut:
a. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
1) Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
     Daerah
2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 
3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan 
Pemerintah Daerah
5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah.
ooOoo

BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memberikan amanah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pemegang amanah oleh Bupati melalui perjanjian kinerja pada Tahun 2021, menyajikan dan melaporkan aktivitas kegiatan dan capaian kinerja berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan.
Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran yaitu dengan membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak–pihak pemangku kepentingan tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun capaian kinerja yang diukur adalah; 
1). capaian kinerja yang mengacu kepada sasaran RPJMD; 
2). capaian kinerja yang mengacu kepada sasaran jangka menengah SKPD; dan
3). capaian kinerja yang mengacu kepada pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

1)  capaian kinerja yang mengacu kepada pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
                                                                 Tabel Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021
	No
	Sasaran
	Indikator
	Target

	1
	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Formal dan Nonformal Berbasis SPM
	Rata-Rata Capaian SPM Pendidikan (%)
	100

	2
	Meningkatnya Pengelolaan PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF secara merata Berbasis Zonasi
	Persentase Pemenuhan Guru dan tendik PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan Sesuai Standar
	100

	3
	Meningkatnya Pengelolaan Kurikulum Mulok PAUD, Pendidikan Dasar dan Kesetaraan
	Persentase  Penerapan Kurikulum Muatan Lokal PAUD, Dasar dan Kesetaraan
	100 

	4
	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Untuk Melestarikan Budaya dan Mengembangkan Kebudayaan Daerah.
	Persentase Peserta PAUD, Pendidikan Dasar dan Kesetaraan yang Lancar Berbahasa Bugis dan Mengetahui Cerita Rakyat Daerah
	80

	5
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1. Persentase Aparatur yang mendapatkan Nilai SKP Bepredikat BAIK
	100

	
	
	2.Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	77-79


Capaian Kinerja Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk mengukur capaian kinerja yang mengacu kepada tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka yang menjadi indikator capaian adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD yang memuat 5 (lima) target sasaran diatas.
3.1 Evaluasi Capaian Kinerja Target Sasaran 1
Evaluasi kinerja dilakukan untuk melihat perbandingan capaian kinerja: 
a). capaian kinerja dengan target kinerja tahun pelaporan; 
b). capaian kinerja tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya; 
c). capaian kinerja dengan target akhir Renstra; 
d). capaian kinerja dengan standar nasional; 
e). faktor yang mempengaruhi capain kinerja, hambatan dan solusi/altenatif masalah yang dihadapi; 
f). analisis efesiensi penggunaan sumber daya; dan 
g). analisis program dan kegiatan penunjang.
a. Evaluasi Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja Tahun Pelaporan.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2021, maka perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja tahun pelaporan sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.2
 Capaian Kinerja Sasaran 1   Tahun 2021
	

No
	

Indikator
	
Target (%)
	
Realisasi (%)
	Capaian (%)

	
	
	2021
	2021
	2021

	1
	Rata- Rata Capaian SPM Pendidikan
	100
	85,97
	85,97


       Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Tahun 2021
        Berdasarkan realisasi kinerja Tahun 2021, disimpulkan bahwa capaian realisasi kinerja belum mencapai target. Target 100% dengan realisasi 85.97%  dan capaian 85.97 %
a. Evaluasi Capaian Kinerja Dengan Capaian Tahun Sebelumnya.
Adapun perbandingan realisasi tahun lalu dengan tahun pelaporan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran 1        Dengan Capaian Tahun Sebelumnya
	No
	Indikator
	Realisasi
	Capaian (%)
Tahun 2021

	
	
	2020
	2021
	

	1
	Rata- Rata Capaian SPM Pendidikan
	59,91
	85,97
	85.97


        Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Tahun 2021
  Berdasrkan perbandingan realisasi kinerja sasaran 1 tahun 2021 dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2020 realisasi 59.91%   sedangkan tahun 2021 realisasi  85.97% dan capaian tahun 2021 sebesar 85.97%
b. Evaluasi Capaian Kinerja Dengan Target Akhir Renstra.
Sedangkan perbandingan realisasi target akhir periode dengan tahun pelaporan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran 1  
Dengan Target Akhir Renstra Dikbud
	No
	Indikator
	Target 2026 (%)
	Realisasi 2021 (%)
	Capaian (%)

	1
	Rata- Rata Capaian SPM Pendidikan
	100
	85,97
	85,97


        Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Tahun 2021
Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sasaran 1 tahun 2021 dengantarget akhir renstra, pada tahun 2026  target  100% , realisasi kinerja 85,97 % sehingga capaian kinerja hingga tahun 2021 adalah  85.97% 
c. Evaluasi Capaian Kinerja dengan Standar Nasional.
capaian kinerja Tahun 2021 dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran 1                           Dengan Standar Nasional
	No
	
Indikator
	Target Nasional 2021 (%)
	Realisasi 2021 (%)
	Capaian (%)

	1
	Rata- Rata Capaian SPM Pendidikan
	100
	85,97
	85,97


        Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Tahun 2021
Berdasarkan perbandungan realisasi kinerja sasaran 1 tahun 2021 dengan target standar nasional tahun 2021  target  100% , realisasi kinerja 85,97 % sehingga capaian kinerja hingga tahun 2021 adalah  85.97% 
d. Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja, Hambatan dan Permasalahan, serta Solusi/Alternatif Penyelesaian Masalah.
Adapun analisa capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal, dijelaskan sebagai berikut:
1) Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Pencapaian Kinerja.
Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah:
a) Adanya komitmen pemerintah untuk pemenuhan layanan dasar pendidikan melalui implemetasi Standar Pelayanan Minimal, baik pada PAUD, Pendidikan Dasar, maupun Pendidikan Kesetaraan.
b) Adanya program Pemerintah melalui DAK non fisik BOP PAUD, BOS, BOP Pendidikan Kesetaraan
c) Adanya program Pengelolaan Pendidikan dengan kegiatan kegiatan Pengelolaan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal
2) Hambatan/Permasalahan
Adapun hambatan/permasalahan yang menjadi kendala dalam pencapaian target antara lain:
a) Pemerintah Daerah belum menyediakan anggaran khusus untuk pemenuhan SPM PAUD dan SPM Pendidikan Dasar sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
b) Masih banyak anak putus sekolah dan/atau anak tidak sekolah yang tidak berminat lagi melanjutkan pendidikan.
c) Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan masih kurang dan belum terdistribusi merata pada setiap kecamatan.
d) Faktor ekonomi keluarga.
3) Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah
Adapun solusi yang dapat dilakukan antara lain:
a) Penyediaan anggaran khusus untuk pemenuhan SPM PAUD dan SPM Pendidikan Dasar dari APBD yaitu biaya personil berupa barang/jasa bagi siswa miskin, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
b) Sosialisasi terkait pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan untuk mendorong masyarakat untuk berpartispasi pada semua jenjang pendidikan;
c) Memberi kemudahan prosedur bagi masyarakat yang akan mendirikan lembaga penyelenggara pendidikan baik formal maupun nonformal;
d) Memberi bantuan operasional dan sarana prasarana belajar kepada lembaga penyelenggara pendidikan; dan
e) Meningkatkan peran pengawas, penilik dan pamong belajar.
e. Analisis Efeisensi Penggunaan Sumber Daya.
Adapun analisis efesiensi penggunaan sumber daya, dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.6
Penggunaan Anggaran Dengan Capaian Kinerja Sasaran 1  
	No1

	Indikator Kinerja Sasaran
	Jumlah Anggaran (Rp.)
	Jumlah Realisasi (Rp.)
	Proesentase Realisasi Anggaran (%)
	Capaian
 Kinerja %
	Efesiensi %

	1
	2
	3
	4
	5 (4:3)
	6
	7 (6:5)x100%

	1
1
	Rata- Rata Capaian SPM Pendidikan
	70,762,884,450
	60,836,744,650
	85,97
	85,97
	100


Berdasarkan data tersebut, maka disimpulkan bahwa realisasi belanja Rp.60,836,744,650 dengan jumlah anggaran Rp. 70.7672.884,450, maka presentase realisasi anggaran sebesar 85,97 %  dengan capaian kinerja 85.97% sehingga capaian kinerja  efesien.
f. Analisis Program dan Kegiatan Penunjang.
Adapun program kegiatan penunjang yang mendukung pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran 1 
	
KODE
	
URAIAN
	JUMLAH ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
	
REALISASI
	
SELISIH
	
%

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.02
	Program Pengelolaan pendidikan
	70,762,884,450
	60,836,744,650
	9,926,139,800
	85,97

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.01
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
	32,369,100,450
	29,942,118,250
	2,426,932,982,200
	92,50

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.02
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 
	30,628,709,000
	24,298,730,900
	6,329,978,100
	79,33

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.03
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
	5,990,375,000
	5,210,595,500
	779,779,500
	86,98

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.04
	Pengelolaan Pendidikan Non Formal Kesetaraan
	1,774,700,000
	1,385,300,000
	389,400,000
	78,05


3.2 Capaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Sasaran 2 “Meningkatnya Pengelolaan PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF secara Merata Berbasis Zonasi”.
3.2.1 Pengukuran Kinerja Target Sasaran 2.
Untuk pengukuran kinerja target sasaran 2, maka yang menjadi indikator kinerja adalah Presentase Pemenuhan Guru dan Tendik PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan Kesetaraan Sesuai Standar
3.2.2   Evaluasi Capaian Kinerja Target Sasaran 2
Evaluasi kinerja dilakukan untuk melihat perbandingan capaian kinerja adalah :
 a). capaian kinerja dengan target kinerja tahun pelaporan; 
b). capaian kinerja tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya;
 c). capaian kinerja dengan target akhir Renstra;
 d). capaian kinerja dengan standar nasional; 
e). faktor yang mempengaruhi capain kinerja, hambatan dan solusi/altenatif masalah yang dihadapi; 
f). analisis efesiensi penggunaan sumber daya; dan 
g). analisis program dan kegiatan penunjang.
a. Evaluasi Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja Tahun Pelaporan.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2021, maka perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja tahun pelaporan sebagaimana tabel berikut
Tabel 3.8
     Capaian Kinerja Sasaran 2  Tahun 2021
	
No
	
Indikator
	Target (%)
	Realisasi(%)
	Capaian(%)

	
	
	2021
	2021
	2021

	1
	Presentase Pemenuhan guru dan Tendik PAUD Pendidikan dasar dan Pendidikan Kesetaraan Sesuai standar
	100
	81,78
	81,78


                   Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021.
  Berdasarkan realisasi kinerja Tahun 2021, disimpulkan bahwa capaian realisasi kinerja belum mencapai target, target 100% dengan realisasi sebesar 85,78% dan capaian sebesar 85,78%
b. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun Pelaporan Dengan Tahun Sebelumnya.
Adapun realisasi Capaian kinerja tahun lalu dengan tahun pelaporan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.9
                                         Capaian Kinerja Sasaran 2 Dengan Target Kinerja Tahun Sebelumnya
	No
	Indikator
	Realisasi
	Capaian(%)
Tahun 2021

	
	
	2020
	2021
	

	1
	Presentase Pemenuhan guru dan Tendik PAUD Pendidikan dasar dan Pendidikan Kesetaraan Sesuai standar
	55
	81,78
	67,25


                    Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021
Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sasaran 2 tahun 2021 dengan tahun sebelumya pada tahun 2020 realisasi sebesar 55% sedangkan tahun 2021 realisasi sebesar 81,78% dan capaian tahun 2021 sebesar 81,78
c. Evaluasi Capaian Kinerja Dengan Target Akhir Renstra.
Adapun Capaian kinerja dengan target akhir Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.10
 Capaian Kinerja Sasaran 2   Dengan Target Akhir Renstra
	No
	Indikator
	Target
2026 
(%)
	Realisasi
2021
(%)
	Capaian(%)
Tahun 2021

	1
	Presentase Pemenuhan guru dan Tendik PAUD Pendidikan dasar dan Pendidikan Kesetaraan Sesuai standar
	100
	81,78
	81,78


Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Tahun 2021
Berdasarkan Perbandingan realisasi kinerja sasarn 2 tahun 2021 dengan target akhir renstra pada tahun 2026, target 100% dengan realisasi kinerja sebesar 81,78% sehingga capaian kinerja hingga tahun 2021 adalah 81,78%
d. Evaluasi Capaian Kinerja Dengan Standar Nasional.
Untuk melihat capaian kinerja dibandingkan dengan target nasional sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.11
 Capaian Kinerja Sasaran 2 Dengan Standar Nasional
	
No
	
Indikator
	Target Nasional (%)
	Realisasi 2021 (%)
	Capaian (%)

	1
	Presentase Pemenuhan guru dan Tendik PAUD Pendidikan dasar dan Pendidikan Kesetaraan Sesuai standar
	100
	81,78
	81,78


Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Tahun 2021
Berdasrkan perbandingan realisasi kinerja sasaran 2 tahun 2021 dengan target standar nasional tahun 2021, taeget 100% dengan reaslisasi kinerja sebesar 81,78%, sehingga capaian kinerja hingga tahun 2021 adalah 81,78%
e. Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja, Hambatan dan Solusi/Alternatif Masalah Yang Dihadapi.
Berdasarkan data capaian pada Tahun 2021, maka realisasi kinerja dijelaskan sebagai berikut:
a. Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Pencapaian Kinerja.
1) Adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah untuk membangun sektor pendidikan. Hal ini bisa dilihat dari alokasi anggaran pendidikan yang setiap tahunnya tidak pernah kurang dari 20% sebagaimana diamanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2) Adanya kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan yang kegiatannya berupa pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal/kesetaraan 
3) Adanya kebijakan pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017. Regulasi ini menyatakan bahwa guru harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV
b. Hambatan/Permasalahan.
Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja yaitu;
1) Distribusi guru dan siswa yang tidak merata, sehingga ada sekolah yang gurunya ataupun siswanya kurang, dan sebaliknya ada juga yang guru dan siswanya berlebih.
2) Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.
3) Masih adanya guru SD dan SMP yang belum kualifikasi S1/D-IV, namun sudah menjelang usia pensiun sehingga tidak termotivasi lagi untuk meningkatkan jenjang pendidikannya.
4) Belum adanya perguruan tinggi di Kabupaten Soppeng yang menyelenggarakan pendidikan guru, sehingga guru-guru yang belum S1/D-IV kesulitan untuk memperoleh pendidikan tanpa meninggalkan tugas sebagai guru
c. Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah..
1) Melakukan distribusi guru yang merata sesuai kebutuhan. Tentunya hal ini dapat didukung dengan zonasi siswa dan guru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK.
2) Pada saat rekrutmen guru mempersyaratkan memilki ijazah minimal S1/D-IV.
3) Pemerintah daerah dapat menfasilitasi peningkatan kualifikasi pendidikan guru melalui program dan kegiatan dan bekerjasama dengan pihak perguruan tinggi, sehingga guru dapat melanjutkan pendidikan tanpa meninggalkan tugas mengajar.
f. Analisis Efesiensi Penggunaan Sumber Daya.
Analisis efesiensi penggunaan sumber daya digunakan untuk mengukur perbandingan anggaran yang digunakan dengan capaian kinerja. Untuk melihat efesiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.12
Penggunaan Anggaran Yang Digunakan Dengan Capaian Kinerja Sasaran 2
	
No
	Indikator Kinerja Sasaran
	Jumlah Anggaran (Rp.)
	Realisasi Anggaran (Rp.)
	Proesentase Realisasi Anggaran
(%)
	Capaian Kinerja
%
	
Efesiensi
%

	1
	2
	3
	4
	5 (4:3)
	6
	7 (6:5)x100%

	1
	Presentase Pemenuhan guru dan Tendik PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan Kesetaraan sesua Standar”
	220,297,850
	180,166,250
	81,78
	81,78
	100


Berdasarkan data tersebut, maka disimpulkan bahwa realisasi belanja Rp 180,166,250 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 220,297,850 maka presentase realisasi anggaran sebesar Rp. 81,78%, dengan capaian kinerja 81,78% sehingga capaian kinrerja efisien.
g. Analisis Program dan Kegiatan Penunjang.
Adapun program dan kegiatan penunjang pencapaian Program Pendidik dan  Tenaga Kependidikan dan Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan tenaga keoendidikan bagi satuan Pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/kesetaraan
Tabel 3.13
Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran 2
	
KODE
	
URAIAN
	JUMLAH ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
	
REALISASI
	
SELISIH
	
%

	1.01.1-01.2-22.0.00.02.04
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	220,297,850
	180,166,250
	40,131,600
	81,78

	1.01.1-01.2-22.0.00.02.04.2.01
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/kesetaraan 
	220,297,850
	180,166,250
	40,131,600
	81,78


3.3 Capaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Sasaran 3 “Meningkatnya Pengelolaan Kurikulum mulok Paud, Pendidikan Dasar dan Kesetaraan”.
3.3.1 Pengukuran Kinerja Target Sasaran 3.
Untuk pengukuran kinerja target sasaran 3, maka yang menjadi indikator kinerja adalah presentase penerapan Kurikulum muatan Lokal PAUD, Dasar dan kesetaraan.
3.3.2     Evaluasi Capaian Kinerja Target Sasaran 3
Evaluasi kinerja dilakukan untuk melihat perbandingan capaian kinerja: 
a). capaian kinerja dengan target kinerja tahun pelaporan; 
b). capaian kinerja tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya; 
c). capaian kinerja dengan target akhir Renstra; 
d). capaian kinerja dengan standar nasional; 
e). faktor yang mempengaruhi capain kinerja, hambatan dan solusi/alternatif masalah yang dihadapi;
 f). analisis efesiensi penggunaan sumber daya; dan 
g). analisis program dan kegiatan penunjang.
a. Evaluasi Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja Tahun Pelaporan.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2021, maka perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja tahun pelaporan sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.14
Capaian Kinerja Sasaran 3 Dengan Tahun 2021
	
No
	
Indikator
	Target (%)
	Realisasi (%)
	Capaian (%)

	
	
	22021
	2021
	2021

	1
	Presentase Penerapan Kurikulum muatan lokal PAUD, dasar, dan Kesetaraan
	100
	98,93
	98,93


Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021.
Berdasarkan realisasi kinerja tahun 2021 disimpulkan bahwa capaian realisasi kinerja belum mencapai target, target 100% dengan realisasi sebesar 98,93% dan capaian sebesar 98,93%
b. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun Pelaporan Dengan Tahun Sebelumnya
Adapun realisasi Capaian kinerja tahun lalu dengan tahun pelaporan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.15
Capaian Kinerja Sasaran 3 Dengan Tahun Sebelumnya
	No
	Indikator
	Realisasi
	Capaian (%)
Tahun 2021

	
	
	2020
	2021
	

	1
	Presentase Penerapan Kurikulum muatan lokal PAUD, dasar, dan Kesetaraan
	100
	98,93
	98,93


Sumber : Bidang Kebudayaan, Tahun 2021
Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sasaran 3 tahun 2021 dengan tahun sebelumya pada tahun 2020, realisasinya 100% sedangkan tahun 2021 realisasinya sebesar 98,93% dan capaian tahun 2021 sebesar 98,93%
c. Evaluasi Capaian Kinerja Dengan Target Akhir Renstra
Adapun perbandingan kinerja dengan target akhir Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 3.16
Capaian Kinerja Sasaran 3 Dengan Renstra Dikbud
	
No
	
Indikator
	Target
2026
 (%)
	Realisasi
2021
           (%)
	Capaian (%)

	1
	Presentase Penerapan Kurikulum muatan lokal PAUD, dasar, dan Kesetaraan
	100
	98,93
	98,93


Sumber : Bidang Kebudayaan, Tahun 2021
Berdasarkan perbandingan kinerja sasaran 3  tahun 2021 dengan target akhir renstra pada tahun 2026, target 100% dengan realisasi kinerja sebesar 98,93%, sehingga capaina kinerja tahun 2021 adalah 98,93%
d. Evaluasi Capaian Kinerja Dengan Standar Nasional
Untuk melihat capaian kinerja dibandingkan dengan target nasional sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.17
Capaian Kinerja Sasaran 3 Dengan Standar Nasional
	
No
	
Indikator
	Target Nasional 2021
(%)
	     Realisasi 2021 (%)
	Capaian (%)

	1
	Presentase Penerapan Kurikulum muatan lokal PAUD, dasar, dan Kesetaraan
	100
	98,93
	98,93


Sumber : Bidang Kebudayaan, Tahun 2021
Berdasarkan Perbandingan realisasi kinerja sasaran 3 tahun 2021 dengan target standar nasional tahun 2021, target 100% dengan realisasi kinerja 98,93% sehingga capaian kinerja hingga tahun 2021 adalah 98,93%  
e. Faktor Yang Mempengaruhi Capain Kinerja, Hambatan Dan Solusi/Alternatif Masalah Yang Dihadapi
Berdasarkan data capaian pada Tahun 2021, maka realisasi kinerja dijelaskan sebagai berikut:
a. Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Pencapaian Kinerja.
f. Analisis Efesiensi Penggunaan Sumber Daya
Analisis efesiensi penggunaan sumber daya digunakan untuk mengukur perbandingan anggaran yang digunakan dengan capaian kinerja. Untuk melihat efesiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel berikut


Tabel 3.18
 Penggunaan Anggaran Dengan Capaian Kinerja Sasaran 3
	
No
	
Indikator Kinerja Sasaran
	Jumlah Anggaran (Rp.)
	Realisasi Anggaran (Rp.)
	Proesentase Realisasi Anggaran
(%)
	Capaian Kinerja
%
	
Efesiensi
%

	1
	2
	3
	4
	5 (4:3)
	6
	7 (6:5)x100

	1
	Presentase Penerapan Kurikulum muatan lokal PAUD, dasar, dan Kesetaraan
	32,750,000
	32,400,000
	98,93
	98,93
	100


Berdasarkan data tersebut, maka disimpulkan bahwa realisasi belanja Rp 32,400,00 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 32,750,000 maka presentase realisasi anggaran sebesar Rp. 98,93%, dengan capaian kinerja 98,93% sehingga capaian kinrerja efisien.
g. Analisis Program Dan Kegiatan Penunjang
Adapun program dan kegiatan penunjang dalam pencapaian sasaran 3 yaitu Program Pengembangan Kurikulum dan Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar dan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formalsebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.19
Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran 3
	
KODE
	
URAIAN
	JUMLAH ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
	
REALISASI
	
SELISIH
	
%

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.03
	Program Pengembangan Kurikulum
	32,750,000
	32,400,000
	350,000
	98,93

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.03.2.01
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan dasar
	32,750,000
	32,400,000
	350,000
	98,93



3.4 Capaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Sasaran 4 “Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk Melestarikan Budaya dan Mengembangkan Kebudayaan Daerah”.
Untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diperlukan dukungan dari ASN yang memiliki kinerja minimal baik. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintahan. Untuk pengukuran kinerja target sasaran 4, maka yang menjadi indikator kinerja adalah Persentase Peserta PAUD, Pendidikan Dasar dan pendidikan Kesetaraan yang lancar berbahasa Bugis dan mengetahui cerita Rakyat.
a. Evaluasi Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja Tahun Pelaporan.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2021, maka perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja tahun pelaporan sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.20
Capaian Kinerja Sasaran 4 Dengan Tahun 2021
	No
	Indikator
	Target (%)
	Realisasi (%)
	Capaian

	
	
	2021
	2021
	2021

	1
	Persentase Peserta PAUD, Pendidikan dasar, dan Pendidikan Kesetaraan yang lancar Berbahasa Bugis dan mengetahui cerita Rakyat
	100
	95,14
	95,14


Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021.
Berdasarkan realisasi kinerja tahun 2021 disimpulkan bahwa capaian realisasi kinerja belum mencapai target, target 100% dengan realisasi sebesar 95,14% dan capaian sebesar 95,14%
b. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun Pelaporan Dengan Tahun Sebelumnya
Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun lalu dengan tahun pelaporan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.21
Capaian Kinerja Sasaran 4 Dengan Tahun Sebelumnya
	No
	Indikator
	Realisasi
	Capaian (%)
Tahun 2021

	
	
	2020
	2021
	

	1
	Persentase Peserta PAUD, Pendidikan dasar, dan Pendidikan Kesetaraan yang lancar Berbahasa Bugis dan mengetahui cerita Rakyat
	100
	95,14
	95,14


Sumber : Bidang Kebudayaan, Tahun 2021
Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sasaran 4 tahun 2021 dengan tahun sebelumya pada tahun 2020, realisasinya 100% sedangkan tahun 2021 realisasinya sebesar 95,14% dan capaian tahun 2021 sebesar 95,14%

c. Evaluasi Capaian Kinerja Dengan Target Akhir Renstra
Adapun perbandingan kinerja dengan target akhir Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.22
 Capaian Kinerja Sasaran 4 Dengan Renstra Dikbud
	
No
	
Indikator
	Target
2026 (%)
	Realisasi 2021 (%)
	Capaian (%)

	1
	Persentase Peserta PAUD, Pendidikan dasar, dan Pendidikan Kesetaraan yang lancar Berbahasa Bugis dan mengetahui cerita Rakyat
	90
	95,14
	105,71


Sumber : Bidang Kebudayaan, Tahun 2021
Berdasarkan perbandingan kinerja sasaran 4  tahun 2021 dengan target akhir renstra pada tahun 2026, target 90% dengan realisasi kinerja sebesar 94,59%, sehingga capaian kinerja tahun 2021 adalah 105,71%
d. Evaluasi Capaian Kinerja Dengan Standar Nasional
Untuk melihat capaian kinerja dibandingkan dengan target nasional sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.23
Capaian Kinerja Sasaran 4 Dengan Standar Nasional
	
No
	
Indikator
	Target Nasional 2021
(%)
	Realisasi 2021 (%)
	Capaian (%)

	1
	Persentase Peserta PAUD, Pendidikan dasar, dan Pendidikan Kesetaraan yang lancar Berbahasa Bugis dan mengetahui cerita Rakyat
	100
	95,14
	95,14


Sumber : Bidang Kebudayaan, Tahun 2021
Berdasarkan Perbandingan realisasi kinerja sasaran 4 tahun 2021 dengan target standar nasional tahun 2021, target 100% dengan realisasi kinerja 95,14% sehingga capaian kinerja hingga tahun 2021 adalah 95,14%  
e. Faktor Yang Mempengaruhi Capain Kinerja, Hambatan Dan Solusi/Alternatif Masalah Yang Dihadapi
Berdasarkan data capaian pada Tahun 2021, maka realisasi kinerja dijelaskan sebagai berikut:
a. Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Pencapaian Kinerja.
1) Banyaknya objek benda situs dan kawasan cagar budaya di Kabupaten Soppeng.
2) Beberapa objek budaya yang dipelihara secara turun temurun oleh masyarakat.
3) Kepedulian Pemerintah Daerah terhadap objek-objek benda situs dan kawasan cagar budaya yang ada, melalui acara pattaungeng.
b. Hambatan/Permasalahan.
Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja yaitu;
1) Masih terbatasnya jumlah Sanggar Seni dan Budaya yang ada utamanya yang memiliki NIPOK.
2) Kurangnya minat pemilik sanggar seni dan budaya untuk melakukan pementasan yang disebabkan terbatasnya akses penyelenggaraan baik sarana dan prasarana maupun pembiayaan.
3) Belum adanya penetapan benda situs dan kawasan cagar budaya di Kabupaten Soppeng.
4) Belum adanya Tim Ahli Cagar Budaya di Kabupaten Soppeng.
5) Belum adanya pamong budaya
6) Belum adanya data base kebudayaan daerah.
7) Masih terbatasnya SDM yang berkompeten dalam bidang kebudayaan

c. Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah.
1) Melakukan pendataan terhadap objek-objek budaya yang ada.
2) Menyusun data base kebudayaan.
3) Membentuk Tim Ahli Cagar Kebudayaan.
f. Analisis Efesiensi Penggunaan Sumber Daya
Analisis efesiensi penggunaan sumber daya digunakan untuk mengukur perbandingan anggaran yang digunakan dengan capaian kinerja. Untuk melihat efesiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.24
Perbandingan Penggunaan Anggaran Dengan Capaian Kinerja Sasaran 4
	
No
	
Indikator Kinerja Sasaran
	Jumlah Anggaran (Rp.)
	Realisasi Anggaran (Rp.)
	Proesentase Realisasi
Anggaran (%)
	Capaian Kinerja
%
	
Efesiensi
%

	1
	2
	3
	4
	5 (4:3)
	6
	7 (6:5)x100%

	1
	Persentase Peserta PAUD, Pendidikan dasar, dan Pendidikan Kesetaraan yang lancar Berbahasa Bugis dan mengetahui cerita Rakyat
	506,620,000
	482,026,000
	95,14
	95,14
	100



Berdasarkan data tersebut, maka disimpulkan bahwa realisasi belanja Rp. 482,026,000 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 506,620,000 maka presentase realisasi anggaran sebesar Rp. 95,14%, dengan capaian kinerja 95,14% sehingga capaian kinrerja efisien.

g. Analisis Program Dan Kegiatan Penunjang
Adapun program dan kegiatan penunjang dalam pencapaian sasaran 4 yaitu sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.25
Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran 4
	
KODE
	
URAIAN
	JUMLAH ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
	
REALISASI
	
SELISIH
	
%

	2.22.1-01.2-22.0-00.02.03
	Program Pembangunan Kesenian Tradisional
	17,220,000
	16,800,000
	420,000
	97,56

	2.22.1-01.2-22.0-00.02.03.2.01
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	17,220,000
	16,800,000
	420,000
	97,56

	2.22.2-01.2-22.0-00.02.05
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
	489,400,000
	465,226,000
	24,174,000
	95,06

	2.22.2-01.2-22.0-00.02.05.2.02
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
	489,400,000
	465,226,000
	24,174,000
	95,06

	Rata-rata
	506,620,000
	482,026,000
	24,594,000
	95,14


3.5  Capaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Sasaran 5 “Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan”.
3.5.1 Pengukuran Kinerja Target Sasaran 5.
Untuk pengukuran kinerja target sasaran 5, maka yang menjadi indikator kinerja adalah (1)Persentase Aparatur yang mendapatkan Nilai SKP berpredikat BAIK dan (2) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
3.5.2  Evaluasi Capaian Kinerja Target Sasaran 
Evaluasi kinerja dilakukan untuk melihat perbandingan capaian kinerja:
 a). capaian kinerja dengan target kinerja tahun pelaporan; 
b). capaian kinerja tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya; 
c). capaian kinerja dengan target akhir Renstra; 
d). capaian kinerja dengan standar nasional; 
e). faktor yang mempengaruhi capain kinerja, hambatan dan solusi/alternatif masalah yang dihadapi; 
f). analisis efesiensi penggunaan sumber daya; dan 
g). analisis program dan kegiatan penunjang.
a. Evaluasi Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja Tahun Pelaporan.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2021, maka perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja tahun pelaporan sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.26
Capaian Kinerja Sasaran 5 Dengan Tahun 2021
	No
	Indikator
	Target (%)
	Realisasi (%)
	Capaian(%)

	
	
	2021
	2021
	2021

	1
	Persentase Aparatur yang mendapatkan Nilai SKP berpredikat BAIk
	100
	[bookmark: _GoBack]93,08
	93,08

	2
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
	100
	93,08
	93,08


Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021.
Berdasarkan realisasi kinerja tahun 2021 disimpulkan bahwa capaian realisasi kinerja belum mencapai target, target 100% dengan realisasi sebesar 93,08% dan capaian sebesar 93,08%
h. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun Pelaporan Dengan Tahun Sebelumnya
Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun lalu dengan tahun pelaporan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.27
Capaian Kinerja Sasaran 5 Dengan Tahun Sebelumnya
	No
	Indikator
	Realisasi
	Capaian (%)
Tahun 2021

	
	
	2020
	2021
	

	1
	Persentase Aparatur yang mendapatkan Nilai SKP berpredikat BAIk
	100
	93,08
	93,08

	2
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
	100
	93,08
	93,08


Sumber : Bidang Kebudayaan, Tahun 2021
Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sasaran 5 tahun 2021 dengan tahun sebelumya pada tahun 2020, realisasinya 100% sedangkan tahun 2021 realisasinya sebesar 93,08% dan capaian tahun 2021 sebesar 93,08%
Evaluasi Capaian Kinerja Dengan Target Akhir Renstra
Adapun perbandingan kinerja dengan target akhir Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.28
 Capaian Kinerja Sasaran 5 Dengan Renstra Dikbud
	
No
	
Indikator
	Target
2026
(%)
	Realisasi 2021 (%)
	Capaian (%)

	1
	Persentase Aparatur yang mendapatkan Nilai SKP berpredikat BAIk
	100
	93,08
	93,08

	2
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
	87-90
	93,08
	96,69


Sumber : Bidang Kebudayaan, Tahun 2021
Berdasarkan perbandingan kinerja sasaran 5  tahun 2021 dengan target akhir renstra pada tahun 2026, Indikator Persentase aparatur yang mendapatkan nilai sakip berpredikat BAIK dengan target 100% dengan realisasi kinerja sebesar 93,08%, sehingga capaian kinerja tahun 2021 adalah 93,08% dan indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pada dinas pendidikan dan kebudayaan dengan target 87-90% dengan realisasi sebesar 96,69%
i. Evaluasi Capaian Kinerja Dengan Standar Nasional
Untuk melihat capaian kinerja dibandingkan dengan target nasional sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.29
Capaian Kinerja Sasaran 5 Dengan Standar Nasional
	
No
	
Indikator
	Target Nasional 2021
(%)
	Realisasi 2021 (%)
	Capaian (%)

	1
	Persentase Aparatur yang mendapatkan Nilai SKP berpredikat BAIk
	100
	93,08
	93,08

	2
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
	100
	93,08
	93,08


Sumber : Bidang Kebudayaan, Tahun 2021
Berdasarkan Perbandingan realisasi kinerja sasaran 5 tahun 2021 dengan target standar nasional tahun 2021,(1) Persentase Aparatur yang mendapatkan nilai SKP Berpredikat BAIK target 100% dengan realisasi kinerja 93,08% (2) Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan pada dinas Pendidikan dan Kebudayaan target 100% Dengan realisasi sebesar 93,08%  sehingga capaian kinerja hingga tahun 2021 adalah 93,08%  
j. Faktor Yang Mempengaruhi Capain Kinerja, Hambatan Dan Solusi/Alternatif Masalah Yang Dihadapi
Berdasarkan data capaian pada Tahun 2021, maka realisasi kinerja dijelaskan sebagai berikut:
a. Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Pencapaian Kinerja.
1) Semakin meningkatnya disiplin dan kepatuhan ASN.
2) Adanya program Pemerintah Daerah berupa pemberian Tambahan Penghasilan.
b. Hambatan/Permasalahan.
Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja yaitu;
1) Belum sepenuhnya diterapkan sanksi terhadap ASN yang malas sehingga menjadi perbandingan bagi ASN yang lain untuk tidak patuh dan disiplin.
c. Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah.
1) Peningkatan pengawasan dan pemberian contoh yang baik oleh atasan langsung.
2) Pemberlakukan manajemen funishment dan rewards.
k. Analisis Efesiensi Penggunaan Sumber Daya
Analisis efesiensi penggunaan sumber daya digunakan untuk mengukur perbandingan anggaran yang digunakan dengan capaian kinerja. Untuk melihat efesiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.30
Perbandingan Penggunaan Anggaran Dengan Capaian Kinerja Sasaran 5
	
No
	
Indikator Kinerja Sasaran
	Jumlah Anggaran (Rp.)
	Realisasi Anggaran (Rp.)
	Proesentase Realisasi
Anggaran (%)
	Capaian Kinerja
%
	
Efesiensi
%

	1
	2
	3
	4
	5 (4:3)
	6
	7 (6:5)x100%

	1
	Persentase Aparatur yang mendapatkan Nilai SKP berpredikat BAIk
	306,126,438,300
	284,954,171,330
	93.08
	93.08
	100

	2
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
	306,126,438,300
	284,954,171,330
	93.08
	93.08
	100



Berdasarkan data tersebut, maka disimpulkan bahwa realisasi belanja Rp. 284,954,171,330 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 306,126,438,300 maka presentase realisasi anggaran sebesar Rp. 93,08%, dengan capaian kinerja 93,08% sehingga capaian kinrerja efisien.
l. Analisis Program Dan Kegiatan Penunjang
Adapun program dan kegiatan penunjang dalam pencapaian sasaran 5 yaitu sebagaimana tabel berikut:






Tabel 3.31
Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran 5
	
KODE
	
URAIAN
	JUMLAH ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
	
REALISASI
	
SELISIH
	
%

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.01
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota
	306,126,438,300
	284,954,171,330
	21,172,266,970
	93.08

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.01
	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	132,297,000
	121,545,250
	10,751,750
	91.87

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.05
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	18,498,600
	18,478,300
	20,300
	99.89

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.02
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	305,046,282,230
	283,939,525,314
	21,106,756,916
	93.08

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.06
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	298,777,920
	298,576,340
	201,580
	99.93

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.07
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah
	139,100,000
	139,049,000
	51,000
	99.96

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.08
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	351,238,250
	305,029,498
	46,208,752
	86.84

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.09

	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	140,244,300
	131,967,628
	8,276,672
	94.10


3.6 Capaian Indikator Kinerja Pelayanan SKPD.
Capaian kinerja yang mengacu pada bidang urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan menggunakan indikator akses, mutu dan tata kelola pendidikan, demikian pula halnya digunakan untuk mengukur indikator kebudayaan.
3.6.1 Angka Melek Huruf (AMH)
Angka melek huruf dihitung berdasarkan proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.
Tabel 3.32
Data Angka Melek Huruf
	No
	Uraian
	Jumlah

	1
	Jumlah Penduduk Usia Di Atas 15 Tahun
	190780

	2
	Jumlah Penduduk Tuna Aksara Usia Di Atas 15 Tahun
	22742

	3
	Jumlah Penduduk Melek Huruf Usia Di Atas 15 Tahun
	167559

	4
	Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun
	39945

	5
	Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun Melek Huruf
	38387


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021.
Berdasarkan data pendidikan Tahun 2021, maka AMH dapat dihitung sebagai berikut:
 (
Laporan
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Pendidikan
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Kebudayaan
 
Tahun
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)

 (
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:
 
#
 
68
)

AMH    	=

Jumlah Penduduk Melek Huruf Usia > 15 Tahun
------------------------------------------------------------------- x 100%
Jumlah Penduduk Usia > 15 Tahun
 167559
=  ...........................	x 100%
 190780
= 87,82%

Sedangkan Angka Tuna Aksara (ATA) dapat dihitung sebagai berikut :
Jumlah Penduduk Tuna Aksara Usia > 15 Tahun ATA	
Jumlah Penduduk Usia > 15 Tahun
22.743
= 	x 100%
190780

= 11,92%
Jumlah Penduduk Melek Huruf Usia 15-24 Tahun
AMH Usia = 	x 100%
                   15-24 Thn	Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun
38387
=  	x 100%
39945
= 96,09%
Angka Melek Huruf pada tahun 2021 sebesar 87,82% dengan capaian 87,82% dari target yang ditetapkan 100%. Sedangkan Angka Tuna Aksara diperoleh angka 11,92%. Sedangkan untuk Angka Melek Huruf Usia 15-24 tahun yaitu sebesar 96,09%.
Berdasarkan data tersebut, maka realisasi kinerja dijelaskan sebagai berikut:
a. Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Pencapaian Kinerja.
Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kinerja adalah semakin bertambahnya penduduk yang memasuki usia 15 tahun namun tidak bisa baca tulis. Faktor lain dimungkinkan dengan adanya data yang tidak konsisten dengan data tahun sebelumnya, mengingat data yang digunakan bersumber dari istansi lain. Hal lain yang menjadi faktor penyebab, yaitu pada Tahun Anggaran 2021 tidak ada lagi program/kegiatan yang terkait langsung dengan program buta aksara.
b. Hambatan/Permasalahan
Adapun hambatan/permasalahan yang menjadi kendala dalam pencapaian target yakni masih adanya penduduk yang berusia diatas 15 tahun yang belum berpartispasi dalam kegiatan Pengembangan Pendidikan Keaksaraan. Hal ini disebabkan masih adanya budaya malu dan merasa sudah tua untuk belajar.
c. Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah
Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk menuntaskan buta aksara melalui peningkatan Kapasitas Penyelenggara dan Tutor Keaksaraan. 
Hal lain yang dapat dilakukan adalah Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Pendidikan Keaksaraan yang dikemas dalam bentuk kegiatan yang menjadi rutinitas masyarakat utamanya kaum perempuan, 
misalnya arisan, praktek masak-memasak atau pembuatan kue yang di dalamnya diberikan pengetahuan baca tulis.
Berdasarkan AMH tersebut, maka perbandingan realisasi Angka Melek Huruf selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.33
Perbandingan Realisasi Angka Melek Huruf
	
No
	
Indikator
	Capaian (%)
	Target
	Realisasi
	Capaian
(%)

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2021
	2021

	1
	AMH
	99,64
	99,62
	99,62
	87,51
	100
	87,82
	87,21


Sumber : Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
3.6.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)
Angka Partisipasi Kasar (APK) atau biasa disebut Gross Enrolment Rate (GER) adalah jumlah peserta didik dalam jenjang pendidikan tertentu yang dinyatakan sebagai persentase dari “populasi usia sekolah terkait”. Populasi usia sekolah terkait dirumuskan dalam usia resmi yang ditetapkan untuk masuk ke jenjang pendidikan yang bersangkutan dan durasinya dalam satuan tahun.
Angka Partisipasi Kasar (APK) menggambarkan rasio semua anak yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan kelompok usia pada jenjang yang bersangkutan. APK digunakan untuk mengukur jumlah anak yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa mempertimbangkan apakah anak berada dalam kelompok usia sekolah atau di luar kelompok usia sekolah. Sejak Tahun 2007 APK tururt memperhitungkan Pendidikan Nonformal (Paket A, Paket B, dan Paket C).
APK berguna untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.
APK juga digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.
Rumus:


APK       =	

Jumlah Siswa Jenjang Pendidikan Tertentu
------------------------------------------------------------------ x 100%
Jumlah Penduduk Usia Tertentu













Tabel 3.34
Data Angka Partisipasi Kasar (APK)

	No
	Uraian
	Jumlah

	1
	Jumlah Siswa PAUD
	5997

	2
	Jumlah Siswa SD Sederajat
	20736

	3
	Jumlah Siswa SMP Sederajat
	11370

	4
	Jumlah Penduduk Usia 4-6 Tahun
	9121

	5
	Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun
	20866

	6
	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun
	11248


Sumber : Dapodik Kemendikbud & Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021
a. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
Berdasarkan data pendidikan Tahun 2021, maka APK PAUD dapat dihitung sebagai berikut:                            Jumlah Siswa PAUD

APK PAUD              =

-------------------------------------------x 100%
Jumlah Penduduk Usia 4-6 Tahun 
   5997

= 	x 100%
9121
=	65,74%

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD pada Tahun 2021 ditargetkan 100% dan terealisasi sebesar 65,74% dengan capaian kinerja 65,74%.
b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/sederajat
Berdasarkan data pendidikan Tahun 2021, maka APK SD dapat dihitung sebagai berikut: 
                                   Jumlah Siswa SD Sederajat (MI & Paket A)
APK SD	=	x 100%
Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun 
20736
=	x 100%
20866
= 99,37%








Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/sederajat pada Tahun 2021 direalisasikan sebesar 99,37% dari target 100% dengan capaian kinerja 99,37%.
c. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/sederajat
Berdasarkan data pendidikan Tahun 2021, maka APK SMP dapat dihitung sebagai berikut: Jumlah Siswa SMP Sederajat (MTs & Paket B)

APK SMP                 =

--------------------------------------------------------------x 100%
Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun

11370
=	x 100%
11248
= 101,08%
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/sederajat pada Tahun 2021 direalisasikan sebesar 101,08% dari target sebesar 89,21% dengan capaian 101,08%.
Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator akses, sehingga untuk mengintervensi indikator ini maka sarana dan prasarana pendidikan yang menjadi objeknya. Berdasarkan APK tersebut, maka realisasi kinerja dijelaskan sebagai berikut:
a. Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Pencapaian Kinerja.
Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah pemerataan akses pendidikan dan adanya program Pendidikan Anak Usia Dini dan Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun yang Kegiatannya berupa Pembangunan, Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana/Infrastruktur Pendidikan untuk PAUD, SD sederajat dan SMP sederajat sangat membantu dalam penyediaan akses. Intervensi Pemerintah melalui program BOP PAUD, Dana BOS dan Pendidikan Gratis sangat memacu animo masyarakat untuk berpartisipasi pada pendidikan PAUD dan pendidikan dasar.
b. Hambatan/Permasalahan
Adapun hambatan/permasalahan yang menjadi kendala dalam pencapaian target yakni kegiatan Pembangunan, Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana/Infrastruktur Pendidikan yang dilakukan selama ini pada umumnya dilakukan melalui dana DAK sedangkan dana yang bersumber dari APBD murni sangat terbatas. 
Program dan kegiatan yang dibiayai dari DAK tergantung dari menu kegiatan setiap tahunnya yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga ada beberapa sarana pendidikan yang dibutuhkan namun tidak terdapat dalam menu kegiatan.
c. Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah
Adapun solusi yang dapat dilakukan antara lain mengupayakan Pembangunan, Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana/Infrastruktur Pendidikan yang tidak dapat dibiayai dari DAK, kiranya dapat didukung dengan pendanaan dari APBD murni.

Berdasarkan data-data tersebut, maka perbandingan realisasi Angka Partisipasi Kasar selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.35
Perbandingan Realisasi Angka Partisipasi Kasar
	
No
	
Indikator
	Capaian (%)
	Target
	Realisasi
	Capaian (%)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2021
	2021

	1
	APK PAUD
	90,67
	70,97
	64,07
	100
	65,75
	65,75

	2
	APK SD
	99,17
	96,86
	96,99
	100
	99,38
	99,38

	3
	APK SMP
	86,50
	93,15
	93,59
	89,21
	101,08
	113,30


Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Tahun 2021
3.6.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Angka Partisipasi Sekolah atau biasa disebut Age Specific Enrollment Rate (ASER) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.
Angka Partisipasi Sekolah menggambarkan anak usia sekolah yang bersekolah, tanpa memandang jenjang sekolahnya. Jadi APS lebih menekankan apakah kelompok umur tertentu bersekolah. Indikator ini lebih bermakna untuk melihat apakah anak pada kelompok umur tertentu ada di sekolah atau diluar sekolah. Dengan demikian, selisih dari angka 100% dengan capaian APS menunjukkan persentase kelompok usia tertentu yang tidak terdaftar dalam jenis pendidikan apapun di wilayah itu.
Rumus:

APS =            Jumlah Siswa Kelompok Usia Sekolah Di Semua Jenjang Pendidikan
                              ------------------------------------------------------------------ x 100%
                        Jumlah Penduduk Usia Tertentu
Tabel 3.36
Data Angka Partisipasi Sekolah (APS)
	No
	Uraian
	Jumlah

	1
	Jumlah Siswa PAUD (Termasuk Jenjang SD/MI Usia 5-6 Tahun)
	2883

	2
	Jumlah Siswa SD Sederajat (Semua Jenjang Usia 7-12 Tahun)
	22372

	3
	Jumlah Siswa SMP Sederajat (Semua Jenjang Usia 13-15
Tahun)
	9266

	4
	Jumlah Penduduk Usia 4-6 Tahun
	9121

	5
	Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun
	20866

	6
	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun
	11248


Sumber : Dapodik Kemendikbud & Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2021
a. Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD
Berdasarkan Resntra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan APS PAUD belum masuk sebagai indikator kinerja, namun pada Tahun 2021 APS PAUD dapat dihitung sebagai berikut:
Jumlah Siswa Usia PAUD (5-6 Tahun)

APS                         =

----------------------------------------------------x 100%
Jumlah Penduduk Usia 4-6 Tahun

2883
=	x 100%
9121
= 31,60%

APS PAUD telah direalisasikan sebesar 31,60%. Hal ini menunjukkan bahwa untuk penduduk usia 5-6 tahun baru 31,60% yang telah mendapatkan layanan pendidikan.
b. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/sederajat dan Paket A
Berdasarkan data pendidikan Tahun 2021, maka APS SD Sederajat dan Paket A usia 7-12 tahun dapat dihitung sebagai berikut:
                                                         Jumlah Siswa Usia 7-12 (Jenjang SD sederajat)

	 APS =     
    
-------------------------------------------------------x 100%
Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun
  22372
---------------x 100%
20886
107,21%


APS SD sederajat dan Paket A Usia 7-12 tahun pada Tahun 2021 direalisasikan sebesar 107,21% dari target sebesar 100% dengan capaian 107,21%..
c. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/sederajat
Berdasarkan data pendidikan Tahun 2021, maka APS SMP sederajat dan Paket B dapat dihitung sebagai berikut:
Jumlah Siswa Usia 13-15 Tahun (Jenjang SMP)
APS SMP	=	x 100%
Usia 13-15 Tahun     Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun
9266
=	x 100%
11248
= 82,37%
APS SMP/sederajat pada Tahun 2021 telah direalisasikan sebesar 82,37% dari target sebesar 100% dengan capaian 82,37%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada 17,37 penduduk yang berusia 13-15 tahun belum terdaftar pada jenjang pendidikan SMP sederajat.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator akses, sehingga untuk mengintervensi indikator ini maka sarana dan prasarana pendidikan yang menjadi objeknya. Berdasarkan APS tersebut, maka realisasi kinerja dijelaskan sebagai berikut:
a. Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Pencapaian Kinerja.
Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah pemerataan akses yang didukung dengan program wajib belajar dasar sembilan tahun dan kegiatan pendidikan gratis oleh pemerintah daerah. Program lain yang mendukung adalah
Penyelenggaraan Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Pemerintah Pusat. Hal ini membuat orang tua siswa tidak terbebani dengan biaya pendidikan, sehingga mereka sadar untuk memasukkan anaknya pada usia jenjang pendidikan tepat waktu sesuai dengan jenjang pendidikannya.
b. Hambatan/Permasalahan
Adapun hambatan/permasalahan yang menjadi kendala dalam pencapaian target antara lain:
1) Masih banyak orang tua yang memasukkan anaknya pada jenjang pendidikan dasar tidak sesuai dengan bina usia yaitu 7 tahun pada jenjang SD dan 13 tahun pada jenjang SMP.
2) Masih adanya siswa yang mengulang kelas utamanya pada kelas VI dan kelas IX sehingga usia anak tersebut sudah melewati usia sekolah berdasarkan jenjang namun masih berada pada jenjang tersebut.
3) Penduduk yang tinggal di daerah perbatasan dan bersekolah di Kabupaten tetangga juga menjadi penyebab karena terdaftar sebagai jumlah penduduk namun tidak terdaftar sebagai siswa yang ada di Kabupaten Soppeng.
4) Masih adanya siswa putus sekolah baik jenjang SD maupun jenjang SMP.
c. Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah
Adapun solusi yang dapat dilakukan antara lain:
1) Sosialisasi terkait bina usia pada saat penerimaan peserta didik baru.
2) Menyarankan kepada orang tua siswa yang tinggal diperbatasan untuk tetap menyekolahkan anaknya di Kab. Soppeng.
3) Meningkatkan peran guru sehingga dapat mengurangi siswa mengulang dan putus sekolah.
Berdasarkan data-data tersebut, maka perbandingan realisasi Angka Partisipasi Sekolah selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.37
Perbandingan Realisasi Angka Partisipasi Sekolah
	
No
	
Indikator
	
Capaian (%)
	
Target
	
Realisasi
	Capaian
(%)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2021
	2021

	1
	APS PAUD Usia 5-6
Tahun
	30,53
	47,62
	78,73
	100
	31,60
	31,60

	2
	APS SD Usia 7-12 Tahun
	99,17
	86,40
	99,63
	100
	107,21
	107,21

	3
	APS SMP Usia 13-15
Tahun
	86,50
	68,44
	79,02
	100
	82,37
	82,37


Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2021
3.6.4 Rasio Ketersediaan Sekolah (RKS)
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk dapat menunjukkan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Rasio ketersediaan sekolah ini dihitung untuk tiap
10.000 penduduk.	
Rumus:


RKS =

Jumlah Sekolah Pada Semua Jenjang Pendidikan
------------------------------------------------------------------------- x 10.000
Jumlah Penduduk Usia Tertentu













            Tabel 3.38
                                                   Data Ketersediaan Sekolah

	No
	Uraian
	Jumlah

	1
	Jumlah Sekolah PAUD
	178

	2
	Jumlah Sekolah SD/MI sederajat
	254

	3
	Jumlah Sekolah SMP/MTs sederajat
	38

	4
	Jumlah Penduduk Usia 0-6 Tahun
	18691

	5
	Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun
	20866

	6
	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun
	11248


Sumber : Dapodik Kemendikbud & Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
a. Rasio Ketersediaan Sekolah PAUD
Berdasarkan data pendidikan Tahun 2021, maka Rasio Ketersediaan Sekolah PAUD dapat dihitung sebagai berikut:
Jumlah Sekolah PAUD

RKS PAUD        =

------------------------------------------------------x 10.000
Jumlah Penduduk Usia 0-6 Tahun


178
=	10.000
18691
=	95,23%
Rasio ketersediaan sekolah PAUD terhadap penduduk usia 0-6 tahun pada Tahun 2021 sebesar 95,23%. Berdasarkan data realisasi tersebut, maka sisa 4,77% jumlah sekolah PAUD yang Belum Menampung penduduk usia 0-6 tahun.
b. Rasio Ketersediaan Sekolah SD/MI sederajat
Berdasarkan data pendidikan Tahun 2021, maka Rasio Ketersediaan Sekolah SD/MI Sederajat dapat dihitung sebagai berikut:



RKS SD  Sederajat         =
      
Jumlah Sekolah SD/MI sederajat
=  ------------------------------------------------------x 10.000
     Sederajat Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun

                                                       254
=	10.000
20866
=	122,77% 
Rasio ketersediaan sekolah SD/sederajat terhadap penduduk usia 7-12 tahun pada Tahun 2021 sebesar 122,77% dari target 125,82%.
c. Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/sederajat
Berdasarkan data pendidikan Tahun 2021, maka Rasio Ketersediaan Sekolah SMP dapat dihitung sebagai berikut:
                                                
                                                 Jumlah Sekolah SMP/MTs sederajat
                          RKS SMP  =   -------------------------------------------------------x 10.000
                                Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun
38
=	10.000
                                                               11248
=	33,78%
Rasio ketersediaan sekolah SMP/sederajat terhadap penduduk usia 13-15 tahun pada Tahun 2021 sebesar 33,78% dari target 125,82%, Berdasarkan data realisasi tersebut, maka jumlah sekolah SMP sederajat yang dapat menampung semua penduduk usia 13-15 tahun baru sebesar 33,78%. Untuk itu, Pemerintah dapat mempettimbangkan untuk membangun sekolah baru.
Rasio Ketersediaan Sekolah merupakan indikator akses, sehingga untuk mengintervensi indikator ini maka sarana dan prasarana pendidikan yang menjadi objeknya. Berdasarkan rasio tersebut, maka realisasi kinerja dijelaskan sebagai berikut:
a. Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Pencapaian Kinerja.
Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah pemerataan akses yang didukung dengan program wajib belajar dasar sembilan tahun. Program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang mendukung capaian ini antara lain Pembangunan, Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana/Infrastruktur Pendidikan Dasar Tingkat PAUD, SD sederajat dan SMP sederajat yang dibiayai dari DAK maupun APBD murni.
b. Hambatan/Permasalahan
Untuk jenjang PAUD dan SD sederajat dianggap sudah tuntas rasio ketersediaan sekolah, namun untuk jenjang SMP belum mencapai target. Adapun hambatan/permasalahan yang menjadi kendala utama dalam pencapaian target yaitu terbatasnya lahan yang memenuhi syarat untuk membangun sekolah baru.
c. Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah
Adapun solusi yang dapat dilakukan yaitu Sekolah yang ada dibangun beberapa ruang kelas baru sebagai tambahan untuk mencukupi kebutuhan rombel. Selain dari itu sarana pendidikan lainnya tetap dilakukan pemeliharaan.
Berdasarkan data-data tersebut, maka perbandingan rasio ketersediaan sekolah selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.39
Perbandingan Rasio Ketersediaan Sekolah
	
No
	
Indikator
	
Capaian (%)
	
Target
	
Realisasi
	Capaian (%)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2021
	2021

	1
	PAUD
	n/a
	n/a
	123,32
	100
	95,23
	95,23

	1
	SD/sederajat
	126,39
	122,12
	125,82
	125,82
	122,77
	97,57

	2
	SMP/sederajat
	55,32
	59,70
	61,32
	125,82
	33,78
	26,84


Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2021

3.6.5 Rasio Guru terhadap Siswa/Murid (Peserta Didik)
Rasio peserta didik-guru merupakan salah satu indikator mutu, rasio ini juga dapat digolongkan ke dalam indikator pada ketersediaan sumber daya manusia. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat masukan sumber daya manusia dalam hal jumlah guru dalam kaitannya dengan ukuran populasi peserta didik. Penggunaan rasio ini biasanya harus dibandingkan dengan
ukuran umum nasional mengenai jumlah peserta didik per guru untuk setiap jenjang atau jenis pendidikan.
Untuk menghitung rasio guru-peserta didik dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Rumus :
Jumlah Siswa Usia Tertentu
RM/G	= --------------------------------------------------
Jumlah Guru Tingkat Pendidikan





	

Tabel 3.40
Data Rasio Guru Terhadap Siswa
	No
	Uraian
	Jumlah

	1
	Jumlah Guru PAUD
	416

	2
	Jumlah Guru SD/MI
	2590

	3
	Jumlah Guru SMP/MTs
	1221

	4
	Jumlah Siswa PAUD
	4569

	5
	Jumlah Siswa SD/MI
	20588

	6
	Jumlah Siswa SMP/MTs
	10823


Sumber : Dapodik Kemendikbud & Bidang Pembinaan PTK, Tahun 2021
a. Rasio Guru PAUD
Berdasarkan data pendidikan Tahun 2021, maka Rasio Guru dengan peserta didik PAUD dihitung sebagai berikut:

	        Jumlah Siswa Jejang PAUD
      RM/G PAUD          =   ---------------------------------------- 
                                                                       Jumlah Guru PAUD
                                                                 4.569
                                                                          ----------
                                                                                                         416
                                                         =	10,98%

Rasio Guru PAUD Tahun 2021 adalah 10,98 jika dibulatkan menjadi 11. Hal ini menunjukkan bahwa setiap satu orang guru mengajar 11 orang siswa.
b. Rasio Guru Sekolah SD/MI
Berdasarkan data pendidikan Tahun 2021, maka Rasio Guru dengan Siswa SD/MI sederajat dapat dihitung sebagai berikut:
Jumlah Siswa Jejang SD/MI
RM/G SD/MI                  =     ---------------------------------------
                                                                          Jumlah Guru SD/MI
                                                            20.588
                                                         = -------
                                                            2.590
                                                       =   7,94%

Rasio Guru SD/MI Tahun 2021 adalah 7,94. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 1 orang guru mengajar 
7 orang siswa.
c. Rasio Guru Sekolah SMP/MTs
Berdasarkan data pendidikan Tahun 2021, maka Rasio Guru dengan Siswa SMP/MTs dapat dihitung sebagai berikut:
Jumlah Siswa Jenjang SMP/MTs
RM/G SMP/MTs =--------------------------------------------------------------------
Jumlah Guru SMP/MTs

	
=
	10.823
-----------

	
	1221

	=
	8,86



Rasio Guru SMP/MTs Tahun 2021 adalah 8,86. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 1 orang guru mengajar 8 orang siswa, sedangkan standar nasional adalah 20.
Rasio Guru dan Murid merupakan indikator mutu, namun untuk mengintervensi indikator ini yang menjadi objeknya adalah tata kelola yang terkait kebijakan dan distribusi guru. Berdasarkan rasio tersebut, maka realisasi kinerja dijelaskan sebagai berikut:
a. Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Pencapaian Kinerja.
Faktor-faktor yang menyebabkan pencapaian kinerja adalah kebijakan pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017. Regulasi ini menyatakan bahwa guru sebagai tenaga profesional memiliki peran strategi untuk mewujudkan visi penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalitas.
b. Hambatan/Permasalahan.
Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja yaitu;
1) Jumlah guru secara keseluruhan di Kabupaten Soppeng sangat berlebih dibanding dengan kebutuhan guru yang ada. Hal ini disebabkan guru non pns setiap tahun terus bertambah. Penambahan guru non pns ini dilakukan oleh pihak sekolah secara sendiri- sendiri melalui operator sekolah dan disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui dapodik.
2) Disisi lain kebutuhan guru non pns juga dibutuhkan mengingat terbatasnya jumlah guru pns, sehingga ada beberapa kelas utamanya di jenjang SD tidak memiliki guru kelas.
c. Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah.
Adapun solusi yang dapat dilakukan yaitu penataan kembali guru non pns yang ada, jika diperlukan dapat dilakukan rekrutmen ulang berdasarkan kebutuhan guru. Guru yang telah memiliki NUPTK dan telah memegang kelas atau mapel tertentu yang lebih diutamakan dalam seleksi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknisk Pengelolaan NUPTK. Dalam juknis ini diatur bahwa untuk penerbitan NUPTK guru yang bersangkutan harus memiliki SK pengangkatan guru non pns oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta telah bertugas paling sedikit 2 (dua) tahun.
Berdasarkan data tersebut, maka perbandingan rasio guru/siswa selama 4 tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.41  
Perbandingan Rasio Guru/Murid
	
No
	
Indikator
	
Capaian (%)
	
Target
	
Realisasi
	Capaian
(%)

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2020
	2020

	1
	PAUD
	n/a
	1:17
	11
	
	11
	

	1
	SD/MI
	1:8
	1:7
	8
	
	7,94
	

	2
	SMP/MTs
	1:7
	1:7
	9
	
	8,86
	


       Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2021
3.6.6 Angka Putus Sekolah (APtS)
Angka Putus Sekolah atau sering disebut Dropout Rate (DR) adalah proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Untuk menghitung APtS digunakan rumus berikut:
Rumus:


AptS    =          

Jumlah Siswa Yang Putus Sekolah Tingkat Pendidikan
------------------------------------------------------ x 100%
Jumlah Siswa Tingkat Tertentu   
                











                             
                                   Tabel 3.42
  Data Siswa Putus Sekolah

	No
	Uraian
	Jumlah

	1
	Jumlah Siswa SD/MI sederajat
	20588

	2
	Jumlah Siswa SMP/MTs sederajat
	10823

	3
	Jumlah Siswa SD Putus Sekolah
	13

	4
	Jumlah Siswa SMP Putus Sekolah
	12


Sumber: Dapodik, Kemendikbud Tahun 2021
a. Siswa Sekolah SD/MI sederajat yang putus sekolah
Berdasarkan data pendidikan Tahun 2021, maka APtS SD/MI sederajat dapat dihitung sebagai berikut:

	         Jumlah Siswa SD/MI sederajat yang Putus Sekolah
                                        APtS SD       =       -------------------------------------------------------x 100%
                                                                 Jumlah Siswa SD/MI sederajat

                                                            13
                                                              =	x 100%
                                                          20.588
                                                            =    0,06%
APtS tingkat SD/MI sederajat pada Tahun 2021 terealisasi sebesar 0.05% dari target 0% dan capaian kinerja 99,99 %. Capaian angka putus sekolah sudah sangat bagus.

b. Siswa Sekolah SMP/MTs sederajat yang putus sekolah
Berdasarkan data pendidikan Tahun 2021, maka APtS SMP/MTs sederajat dapat dihitung sebagai berikut:
Jumlah Siswa SMP/MTs sederajat yang Putus Sekolah
APtS SMP	= 	x 100%
Jumlah Siswa SMP/MTs sederajat
12
=  	x 100%
10823
=	0,11%

APtS tingkat SMP pada Tahun 2021 terealisasi sebesar 0,11% dari target 0% dan capaian kinerja 99,97%. Capaian angka putus sekolah sangat bagus.
Angka Putus Sekolah (APts) merupakan indikator mutu, namun untuk mengintervensi indikator ini yang menjadi objeknya adalah tata kelola yang terkait manajemen guru. Berdasarkan data tersebut, maka realisasi kinerja dijelaskan sebagai berikut:
a. Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Pencapaian Kinerja.
Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah pemerataan akses yang didukung dengan program wajib belajar dasar sembilan tahun dan kegiatan pendidikan gratis oleh pemerintah daerah. Program lain yang mendukung adalah Penyelenggaraan Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari
Pemerintah Pusat. Hal ini membuat orang tua siswa tidak terbebani dengan biaya pendidikan, sehingga anak-anak mereka dapat mengenyam pendidikan tanpa harus membayar.
b. Hambatan/Permasalahan.
Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja yaitu;
1) Pada Tahun 2021 masih ada siswa putus sekolah jenjang SD sebanyak 1 orang dan SMP sebanyak 3 orang.
2) Faktor penyebab anak putus sekolah karena pada umumnya mereka tinggal jauh dari sekolah dan tidak memiliki kendaraan. Dan rata-rata yang putus adalah siswa yang miskin.
c. Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah.
1) Adapun solusi yang dapat dilakukan yaitu memberikan bantuan bagi siswa miskin baik utamanya yang rawan putus dalam bentuk uang transport ataupun pemberian alat transportasi berupa sepeda.
2) Melaksanakan gerakan “Ayo kembali ke sekolah” bagi Anak-anak yang putus sekolah atau dimasukan ke pendidikan kesetaraan.
Berdasarkan data-data tersebut, maka perbandingan rasio Angka Putus Sekolah selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.43
Perbandingan Realisasi Angka Putus Sekolah
	
No
	
Indikator
	
Capaian (%)
	
Target
	
Realisasi
	Capaian
(%)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2021
	2021

	1
	APtS SD
	0,19
	0,31
	0,005
	0
	0,06
	

	2
	APtS SMP
	1,51
	1,26
	0,030
	0
	0,11
	


Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2021


3.6.7 Angka Kelulusan (AL)
Angka Kelulusan adalah indikator yang menunjukkan jumlah lulusan pada tingkat pendidikan terhadap jumlah siswa pada kelas/tingkat tertinggi pada tahun sebelumnya atau semester ganjil pada tahun ajaran pada tingkat pendidikan.
Rumus:


                 AL         =


Jumlah Siswa Yang Lulus pada Tingkat Pendidikan
-------------------------------------------------------- x 100%
Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi Periode Yang Sama
             Tabel 3.44
Data Angka Lulus Sekolah

	No
	Uraian
	Jumlah

	1
	Jumlah Siswa SD/MI sederajat yang lulus
	3.533

	2
	Jumlah Siswa SMP/MTs sederajat yang lulus
	3.424

	3
	Jumlah Siswa SD/MI sederajat Tingkat Tertinggi Periode Yang
Sama
	3.533

	4
	Jumlah Siswa SMP/MTs sederajat Tingkat Tertinggi Periode Yang
Sama
	3.424


Sumber: Dapodik, Kemendikbud 2021
a. Siswa Sekolah SD/sederajat yang lulus
Berdasarkan data pendidikan Tahun 2021, maka Angka Lulus Sekolah SD/MI sederajat dapat dihitung sebagai berikut:
                                                                           Jumlah Siswa SD/MI sederajat yang  Lulus  Sekolah
                         AL     SD                =     -----------------------------------------------------x 100%
                                                                      Jumlah Siswa SD/MI sederajat Tingkat Tertinggi
                                                                        3.533
                                                                   =      ................................................. 100%        
                                                                3.533
                                                              =        100%


Angka Lulus tingkat SD pada Tahun 2021 terealisasi sebesar 100% dari target 100% dan capaian kinerja 100%.
b. Siswa Sekolah SMP/sederajat yang lulus
Berdasarkan data pendidikan Tahun 2021, maka Angka Lulus Sekolah SMP dapat dihitung sebagai berikut:
Jumlah Siswa SMP/MTs sederajat yang Lulus Sekolah
AL SMP	=	x 100%
Jumlah Siswa SMP/MTs sederajat Kelas Tertinggi
3.424
=	x 100%
3.424
=	100%
Angka Lulus tingkat SMP pada Tahun 2021 terealisasi sebesar 100% dari target 100% dan capaian kinerja 100%.
Angka Kelulusan (AL) merupakan salah satu indikator mutu, indikator ini digunakan untuk mengkur seberapa besar mutu pendidikan yang ada, namun untuk mengintervensi indikator ini yang menjadi objeknya adalah akumulasi dari indikator akses, mutu dan tata kelola. Berdasarkan data tersebut, maka realisasi kinerja dijelaskan sebagai berikut:
a. Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Pencapaian Kinerja.
Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah karena pengaruh Pandemi Covid-19, sehingga Ujian Nasional ditiadakan. Untuk itu metode kelulusan hanya menggunakan nilai ujian sekolah.
b. Hambatan/Permasalahan.
Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja yaitu;
1) Mengingat bahwa pengukuran indikator ini berdasarkan pembagian jumlah siswa yang lulus dengan jumlah siswa kelas tertinggi pada masing-masing jenjang, sehingga terkadang ada siswa yang sudah meninggal atau pindah namun masih tetap terdaftar sebagai peserta ujian.
2) Kendala lain adanya siswa yang sudah kelas terakhir/tertinggi namun tidak dapat terdaftar sebagai peserta ujian disebabkan faktor administrasi misalnya nama terdaftar di dapodik namun tidak sesuai dengan akte kelahirannya.
3) Hal lain yang menjadi kendala adalah siswa sudah terdaftar sebagai peserta ujian, namun pada saat penyelenggaraan ujian tidak hadir dengan berbagai alasan misalnya sakit atau tanpa keterangan.
c. Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah.
1) Untuk memberikan nilai ril terkait angka kelulusan mestinya pengukuran indikator dilakukan dengan membagi jumlah yang siswa yang lulus dengan siswa yang ikut ujian. Jika hal ini dilakukan maka pada Tahun 2021 semua siswa SD sederajat dan SMP sederajat lulus 100%.
2) Peserta didik yang tidak dapat hadir pada saat ujian nasional karena faktor sakit dapat diberi fasilitas untuk ikut ujian susulan di tempat perawatannya. Demikian pula halnya dengan siswa lain yang mungkin tidak dapat hadir ujian karena kendala transportasi kiranya dapat diberi alat transportasi pada saat ujian sekolah.

Berdasarkan data-data tersebut, maka perbandingan Angka Kelulusan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.45
Perbandingan Realisasi Angka Kelulusan
	
No
	
Indikator
	
Capaian (%)
	
Target
	
Realisasi
	Capaian
(%)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2021
	2021

	1
	AL SD
	99,78
	98,68
	99,97
	100
	100
	100

	2
	AL SMP
	98,70
	97,77
	100
	100
	100
	100


      Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2021
3.6.8 Angka Melanjutkan (AM)
Angka melanjutkan/transisi (transition rate) adalah indikator yang menghitung jumlah peserta didik baru yang memasuki tingkat pendidikan tertentu di tahun berikutnya sebagai presentase dari peserta didik yang berada di akhir tingkat pendidikan sebelumnya ditahun tertentu. Angka ini menunjukkan jumlah lulusan tingkat/jenjang pendidikan yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
Rumus:
                                                  Jumlah Siswa Tingkat I pada jenjang berikutnya
                       AM =            ------------------------------------------------------------ x 100%
                                  Jumlah Siswa Lulus Jenjang Tertentu
Tabel 3.46
Data Angka Melanjutka
	No
	Uraian
	Jumlah

	1
	Jumlah Siswa SD/MI sederajat yang lulus
	3.533

	2
	Jumlah Siswa SMP/MTs sederajat yang lulus
	3.424

	3
	Jumlah Siswa Baru Kelas I SMP/MTs Sederajat
	3.618

	4
	Jumlah Siswa Baru Kelas I SMA
	3.268


  






                    Sumber: Dapodik, Kemendikbud, Tahun 2021 
a. Siswa Sekolah SD/sederajat yang melanjutkan ke SMP
Berdasarkan data pendidikan Tahun 2021, maka Angka Melanjutkan dari SD ke SMP dapat dihitung sebagai berikut:
Jumlah Siswa Baru Kelas I SMP/MTs sederajat
AM SD	= 	x 100%
Ke SMP	Jumlah Siswa SD/MI sederajat yang Lulus Sekolah 

3.618
= 	x 100%
                                             3.533
= 102,40%
Angka melanjutkan dari SD ke SMP pada Tahun 2021 terealisasi sebesar 102,40% dari target 100% dan capaian kinerja 102,40%. Hal ini menunjukkan bahwa selain siswa lulusan yang
ada di Kabupaten Soppeng juga terdapat siswa lulusan luar Kabupaten Soppeng yang melanjutkan pendidikan di SMP sederajat Kabupaten Soppeng                                 
                                                                        
b.  Siswa Sekolah SMP/sederajat yang melanjutkan ke SMA
Berdasarkan data pendidikan Tahun 2021, maka Angka Melanjutkan dari SMP ke SMA dihitung sebagai berikut:
Jumlah Siswa SMA/SMK sederajat Kelas I
AM SMP	=	x 100%
ke SMA	Jumlah Siswa SMP/MTs sederajat yang Lulus Sekolah

	
=
	3.268
---------- x 100%

	
	3.424

	=
	95,44%


Angka Melanjutkan dari tingkat SMP ke SMA/sederajat terealisasi sebesar 95,44 dari target 100% dengan capaian 95,44%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua lulusan SMP yang ada di Kabupaten Soppeng melanjutkan pendidikan pada jenjang SMA sederajat di Kabupaten Soppeng, tapi kemungkinan melanjutkan pendidikan di luar Kabupaten Soppeng misalnya ke pesantren. Hal lain yang dimungkinkan ada yaitu putus sekolah antar jenjang SMP ke SMA.
Angka Melanjutkan (AM) merupakan salah satu indikator akses. Berdasarkan data Angka Melanjutkan, maka realisasi kinerja dijelaskan sebagai berikut:
a. Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Pencapaian Kinerja.
1) Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah secara keseluruhan siswa lulusan SD sederajat melanjutkan pendidikan di jenjang SMP sederajat di Kabupaten Soppeng, selain dari itu ada 
2) juga peserta didik baru yang berasal dari luar Kabupaten Soppeng yang melanjutkan pendidikan di Kabupaten 
soppeng.
3) Dengan adanya program pemerintah daerah terkait pemberian beasiswa/penghargaan pada siswa berprestasi 

yang ada di jenjang SD sederajat dan SMP sederajat, memotivasi peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Soppeng untuk bersekolah di wilayah Kabupaten Soppeng.
b. Hambatan/Permasalahan.
Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja yaitu;
1) Secara umum lulusan SD 100% telah melanjutkan pada jenjang SMP di Kabupaten Soppeng, hanya saja untuk lulusan SMP tidak semuanya melanjutkan jenjang SMA di Kabupaten Soppeng. Jika semua lulusan SMP yang tidak melanjutkan pendidikan di Kabupaten Soppeng tapi tetap melanjutkan pendidikan di luar Kabupaten Soppeng tidak terjadi permasalahan. Hanya saja jika lulusan SMP tersebut tidak melanjutkan pendidikan atau terjadi putus sekolah antar jenjang SMP dan SMA, sehingga perlu dilakukan pendataan 
2) terhadap siswa tersebut.
3) Permasalahan yang lain dapat timbul yaitu terkait daya tampung sekolah atau jumlah rombel yang tersedia.
c. Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah.
1) Mempertimbangkan penambahan rombel jika jumlah pendaftar peserta didik baru melebih kuota yang ditentukan.
2) Memberlakukan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK.
Berdasarkan data-data tersebut, maka perbandingan Angka Melanjutkan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.47
Perbandingan Realisasi Angka Melanjutkan
	
No
	
Indikator
	
Capaian (%)
	
Target
	
Realisasi
	Capaian
(%)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2021
	2021

	1
	AM SD ke
SMP
	100,14
	103,86
	103,58
	100
	102,40
	102,40

	2
	AM SMP ke
SMA
	n/a
	106,60
	95,54
	100
	95,44
	95,44


Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2021





3.6.9 Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik
Indikator jumlah ruang kelas dalam kondisi baik, untuk mengetahui presentase ruang kelas yang layak pakai guna memproyeksi kebutuhan ruang kelas baik pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas di masa akan 
datang.
Rumus
                                                                   Jumlah Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik
                                              RKKB    =            ------------------------------------------------------------ x 100%
                                                                      Jumlah Keseluruhan Ruang Kelas
Berdasarkan data pendidikan Tahun 2021, jumlah ruang kelas yang masih dalam kondisi baik sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.48
Data Ruang Kelas SD dan SMP Dalam Kondisi Baik
	
No
	
Uraian
	
Ruang Kelas
	Jumlah Ruang Kelas Kondisi Baik

	1
	PAUD
	432
	245

	2
	SD/MI
	1667
	1287

	3
	SMP/MTs
	495
	400

	JUMLAH
	2594
	1932


Sumber: Dapodik, Kemendikbud 2021
a. Ruang Kelas PAUD Dalam Kondisi Baik
Berdasarkan data pendidikan Tahun 2021, maka ruang kelas dalam kondisi baik dapat dihitung sebagai berikut:
Jumlah Ruang Kelas PAUD Kondisi Baik
RKKB	=	x 100%
PAUD	Jumlah Keseluruhan Ruang Kelas PAUD
245
=    	x 100%
                                                           432
=	56,71%



















 
  















b.  Ruang Kelas SD/MI Dalam Kondisi Baik
Berdasarkan data pendidikan Tahun 2021, maka ruang kelas dalam kondisi baik dapat dihitung sebagai berikut:
Jumlah Ruang Kelas SD/MI Kondisi Baik
RKKB	=	x 100%
SD/MI	Jumlah Keseluruhan Ruang Kelas SD/MI

1287
=	x 100%
1667
=	77,20%
b. Ruang Kelas SMP/MTs sederajat Dalam Kondisi Baik
Berdasarkan data pendidikan Tahun 2021, maka ruang kelas dalam kondisi baik dapat dihitung sebagai berikut:
Jumlah Ruang Kelas SMP/MTs Kondisi Baik
RKKB	=	x 100%
SMP/MTs	Jumlah Ruang Kelas SMP/MTs
400
=	x 100%
                                                       495
=	80,80%


Ruang kelas pada jenjang PAUD pada Tahun 2021 sebanyak 432 unit ruang, namun yang dalam kondisi baik hanya sebesar 245 unit ruang atau sebesar 56,71. Untuk ruang kelas SD/MI pada Tahun 2021 sebanyak 1667 unit ruang kelas namun yang kondisi baik sebanyak 1287 unit ruang atau sebesar 77,20%. 
Sedangkan ruang kelas pada tingkat SMP/MTs sebanyak 495 unit ruang, untuk kondisi ruang kelas yang baik sebanyak 400 unit ruang atau sebesar 80,80%.
Berdasarkan data capaian ruang kelas dalam kondisi baik pada Tahun 2021, maka realisasi kinerja dijelaskan sebagai berikut:
a. Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Pencapaian Kinerja.
1) Adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah untuk membangun sektor pendidikan. Hal ini bisa dilihat dari alokasi anggaran pendidikan yang setiap tahunnya tidak pernah kurang dari 20% sebagaimana diamanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2) Adanya kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Pembangunan, Pengadaan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana/Infrastruktur Pendidikan, sehingga sarana dan prasarana sekolah dapat diperbaiki dan ditingkatkan, baik pada jenjang PAUD mapun pada jenjang SD sederajat dan SMP sederajat.
b. Hambatan/Permasalahan.
Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja yaitu;
1) Untuk perbaikan ruang kelas yang rusak sedang dan rusak berat dibutuhkan anggaran yang cukup besar, sehingga setiap tahunnya hanya beberapa saja ruang kelas yang dapat dilakukan perbaikan.
2) Anggaran perbaikan ruang kelas masih dilakukan melalui DAK, sedangkan yang bersumber dari APBD murni masih sangat terbatas.
c. Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah.
1) Melakukan perbaikan sarana dan prasarana sekolah yang rusak.
2) Mengupayakan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD murni.
3) Melibatkan DUDI dalam bidang pendidikan, yang tentunya perlu didukung dengan regulasi yang kuat.
Tabel 3.49
Perbandingan Ruang Kelas Kondisi Baik
	No
	Indikator
	Capaian (%)
	2021 (%)
	Capaian
(%)

	
	
	2018
	2019
	2020
	Target
	Realisasi
	2021

	1
	PAUD
	n/a
	87,54
	65,92
	65,92
	56,71
	86,02

	2
	SD
	88,30
	85,26
	85,73
	85,9
	77,20
	89,87

	3
	SMP
	80,83
	73,80
	81,86
	83,15
	80,80
	97,17


Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

3.6.10 Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Indikator ini digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal.
Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menjadi salah satu komponen pembentuk indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Untuk mengitung indikator ini digunakan rumus sebagai berikut:
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Namun untuk pengitung indikator ini digunakan data neraca pendidikan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setiap tahunnya. 
Pada Tahun 20121 angka Rata- Rata Lama Sekolah Kabupaten Soppeng sebesar 7,63 tahun, sedangkan target yang direncanakan sebesar 7,07 tahun. Dengan demikian capaian kinerja ini sebesar 104,95%.
Berdasarkan data capaian Rata-Rata Lama Sekolah pada Tahun 2021, maka realisasi kinerja dijelaskan sebagai berikut:
a. Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Pencapaian Kinerja.
1) Faktor yang mendukung pencapaian kinerja yaitu semakin banyaknya jumlah penduduk yang melanjutkan pendidikan pada jenjang selanjutnya, utamanya yang berusia 15 tahun ke atas.
2) Adanya program pemerintah daerah melalui kegiatan Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi Yang Berasal dari Kabupaten Soppeng. Program ini sangat memotivasi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi khususnya perguruan tinggi.
b. Hambatan/Permasalahan.
Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja yaitu;
1) Program pemerintah daerah berupa Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi Yang Berasal dari Kabupaten Soppeng masih menerapkan standar yang tinggi yaitu IPK minimal 3,70 untuk perguruan tinggi negeri dan 3,80 untuk perguruan tinggi swasta, sehingga tidak semua mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Soppeng dapat terlayani.
2) Masih banyak siswa yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi karena keterbatasan pembiayaan.
c. Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah.
1) Pemerintah daerah dapat menyiapkan anggaran yang lebih besar sehingga kuota beasiswa juga dapat lebih luas jangkakaunnya.
2) Standar IP/IPK bagi mahasiswa yang berlatar belakang pendidikan eksakta tidak diberlakukan sama dengan mahasiswa yang berlatar belakang non eksakta.
3) Untuk siswa miskin pemerintah daerah dapat memprogramkan kegiatan “mensarjanakan penduduk miskin”.

 Kegiatan ini dapat berjalan dengan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi baik yang ada di Kabupaten Soppeng maupun yang ada diluar Kabupaten Soppeng.
Tabel 3.52
Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
	
No
	
Indikator
	Capaian (Tahun)
	Target
	Realisasi
	Capaian
(%)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2021
	2021

	1
	Rata-Rata
Lama Sekolah
	7,42
	7,63
	7,92
	7,88
	7,88
	100


Sumber: Neraca Pendidikan Kemendikbud 2021
Berdasarkan uraian capain masing-masing indikator pelayanan SKPD, maka realisasi secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.53
                                 Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pelayanan SKPD  Bidang Pendidikan
	
No
	
Indikator
	Target Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2021
	Realisasi Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2021
	
Capaian (%)

	
	
	Jumlah
	Satuan
	Jumlah
	Satuan
	

	1
	Pendidikan Partisipasi Kasar Paud
	100
	%
	64,07
	%
	64,07

	2
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
	100
	%
	99,38
	%
	99,38

	3
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B
	89,21
	%
	101,08
	%
	113,30

	4
	Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)
	67,71
	%
	N/A
	%
	67,71

	5
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi/Paket A
	100
	%
	90,04

	%
	90,04


	6
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTsPaket B
	100
	%
	65,07
	%
	65,07

	7
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A
	100
	%
	107,22
	%
	107,22

	8
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTsPaket B
	100
	%
	82,38
	%
	82,38

	9
	Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI
	0
	%
	0,06
	%
	0

	10
	Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
	0
	%
	0,11
	%
	0

	11
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI
	100
	%
	99,83
	%
	99,83

	12
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
	100
	%
	99,85
	%
	99,85

	13
	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs
	100
	%
	102,41
	%
	102,41

	14
	Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMK/MA
	100
	%
	95,44
	%
	95,44

	15
	Fasilitas Pendidikan Sekolah SD/MI Kondisi Bangunan Baik
	85.9
	%
	77,20
	%
	89,87

	16
	Fasilitas Pendidikan Sekolah SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik
	83,15
	%
	80,81
	%
	97,18

	17
	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (RKS) SD/MI
	121,21
	%
	125,82
	%
	103,80

	18
	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (RKS) SMP/MTs
	52,38
	%
	61,32
	%
	117,06

	19
	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar (RG/M) SD/MI
	20
	%
	82,25
	%
	24,31

	20
	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar (RG/M) SMP/MTS
	20
	%
	9.00
	%
	45

	21
	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun
	100
	%
	95,12
	%
	95,12

	22
	Penduduk yang Berusia di atas 15 tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)
	88
	%
	87,83

	%
	99,80

	23
	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S.1,D-IV( Guru Pendidikan Dasar Kualifikasi Pendidikan Minimal S.1,D-IV
	100
	%
	94,44
	%
	94,44

	24
	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya 
	5
	Kali
	3
	Kali
	60

	25
	Benda Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan 
	32
	Situs
	8
	Situs
	25

	26
	Jumlah Karya Budaya yang Direvatalisasi dan Inventarisasi
	N/A
	Karya
	N/A
	Karya
	N/A

	27
	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara terpadu
	2
	Cagar Budaya
	2,00
	Cagar Budaya
	100

	Rata-Rata Capaian Indikator Pendidikan
	
75,49


Berdasarkan data capaian indikator pendidikan, maka secara keseluruhan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mencapai kinerja pelayanan sebesar 91,40%.








Tabel 3.54
                          Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pelayanan SKPD Bidang Kebudayaan
	
No
	
Indikator
	Target Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2021
	Realisasi Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2021
	
Capaian (%)

	
	
	Jumlah
	Satuan
	Jumlah
	Satuan
	

	1
	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan
Budaya
	5
	Kali
	3
	Kali
	60

	2
	Jumlah Pengunjung Penyelenggaraan
Festival Seni dan Budaya
	1700
	Org
	1020
	Org
	60

	2
	Jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya
yang dilestarikan
	32
	Situs
	8
	Situs
	25

	
	Rata-Rata Capaian Indikator Kebudayaan
	48,33


Berdasarkan data capaian indikator kebudayaan, maka secara keseluruhan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mencapai kinerja pelayanan sebesar 48,36%.
3.7 Realisasi Keuangan
Realisasi keuangan digunakan untuk mengukur seberapa besar anggaran yang diserap dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Berdasarkan data keuangan Total Anggaran Pendapatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.3.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.666.000,- atau 22,20%. Penerimaan belum mencapai target, hal disebabkan karena adanya Pandemi Covid-19, sehingga jumlah kunjungan ke objek wisata mengalami penurunan yang sangat drastis. Untuk Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, anggaran setelah perubahan APBD sebesar Rp.366.490.912.560,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.357.869.550.181 atau 97,65%. Adapun rincian belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diuraikan sebagai berikut:
3.7.1 Belanja Pegawai
Belanja Pegawai  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021 yang dianggarkan sebesar Rp.304.888.257.530,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.283.781.500.614,- atau 93,08%. Belanja tersebut terdiri dari:
a. Gaji dan Tunjangan yang dianggarkan sebesar Rp.194.086.021.958,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 180.277.889.341,- atau sebesar 92,89%.
b. Tambahan Penghasilaan PNS yang dianggarkan sebesar Rp.110.802.235.572.,- dan telah direlisasikan sebesar Rp.103.503.611273.,- atau sebesar 102.61%.



3.7.2 Belanja Langsung
Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021 merupakan belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan. Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp.104.222.512.793,





	
KODE
	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN
	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)
	
REALISASI (Rp.)
	
SELISIH (Rp.)
	
%

	
	URUSAN WAJIB PENDIDIKAN
	
	
	
	

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.01
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	 306,126,438,300
	284,954,171,330
	21,172,266,970
	 93.08

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.01
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	132,297,000.00
	121,545,250.00
	10,751,750.00
	91.87






                           






                                    Tabel  3.55
   Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021






                               



              





	1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.01.01
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	40,372,000
	40,372,000
	0.00
	100.00

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.
2.01.02
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	44,525,000
	42,674,650
	1,850,350
	95.84

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.01.03
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	47,400,000
	38,498,600
	8,901,400
	81.22

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.02 
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	305,046,282,230
	283,939,525,314
	21,106,756,916
	93.08

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.02.01
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	304,888,257,530
	283,781,500,614
	21,106,756,916
	93.08

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.02.03
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	5,100,000
	5,100,000
	0.00
	100.00

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.02.04
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
	152,924,700
	152,924,700
	0.00
	100.00


















                 











	1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.05
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	18,498,600
	18,478,300
	20,300
	99.89

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.05.03
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
	9,499,450
	9,499,450
	0.00
	100.00

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.05.04
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
	8,999,150
	8,978,850
	20,300
	99.77

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.06
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	298,777,920
	298,576,340
	201,580
	99.93

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.06.01
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	698,850
	698,850
	0.00
	100.00

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.06.02
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	8,398,000
	8,398,000
	0.00
	100.00

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.06.04
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	86,750,000
	86,740,000
	10,000
	99.99

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.06.05
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	39,040,100
	39,038,000
	2,100
	99.99

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.06.07
	Penyediaan Bahan/Material
	59,491,570.
	59,471,990
	19,580
	99.97

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.06.08
	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	3,000,000
	3,000,000
	0
	100.00












            




	1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.06.09
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	104,399,40
	104,229,500
	169,900
	99.84

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.07
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	139,100,000
	139,049,000
	51,000
	99.96

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.07.06
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	139,100,000
	139,049,000
	51,000
	99.96

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.08
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	351,238,250
	305,029,498
	46,208,752
	86.84

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.08.02
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	188,038,250
	145,329,498
	42,708,752.
	77.29

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.08.04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	163,200,000
	159,700,000
	3,500,000
	97.86

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.09
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	140,244,300
	131,967,628
	8,276,672
	94.10

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.09.02
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	53,638,250
	53,433,578
	204,672
	99.62

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.09.06
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	8,660,000
	8,660,000
	0.00
	100.00

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.01.2.09.09
	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	77,946,050
	69,874,050
	8,072,000
	89.64

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.01.09
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	70,762,884,450
	60,836,744,650
	9,926,139,800
	85.97

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.01.09
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
	32,369,100,450
	29,942,118,250
	2,426,982,200
	92.50

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.01.09
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
	337,804,724.
	277,993,000
	59,811,724
	82.29

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.01.09
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
	243,219,000
	241,966,000
	1,253,000
	99.48

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.01.09
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
	15,195,748,976
	13,365,115,850
	1,830,633,126
	87.95

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.01.09
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
	5,141,672,000
	4,842,013,850
	299,658,150
	94.17

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.01.11
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
	1,299,750,800
	1,085,889,600
	213,861,200
	83.55

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.01.22
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
	6,491,237,500
	6,490,000,000
	1,237,500
	99.98

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.01.24
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
	42,220,000
	32,205,000
	10,015,000
	76.28

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.01.25
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
	3,617,447,450
	3,606,934,950
	10,512,500
	99.71

	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
	30,628,709,000
	24,298,730,900.
	6,329,978,100
	79.33

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.02.14
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
	13,451,566,000
	12,852,155,400
	599,410,600
	95.54

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.02.15
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
	2,600,190,000
	2,389,460,000
	210,730,000
	91.90

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.02.17
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
	1,062,050,000
	923,112,000
	138,938,000
	86.92

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.02.18
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
	3,138,290,000
	2,942,643,000
	195,647,000
	93.77

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.02.24
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
	1,795,740,000
	1,631,310,000
	164,430,000
	90.84

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.02.32
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
	5,000,000,000
	0.00
	5,000,000,000
	0.00

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.02.35
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
	2.119.520.000
	2.115.900.000
	3.620.000
	99,82

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.02.38
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
	1,390,553,000
	1,375,300,500
	15,252,500.
	98.90

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.02.41
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
	70,800,000
	68,850,000
	1,950,000
	97.25

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.03
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
	5,990,375,000
	5,210,595,500
	779,779,500
	86.98

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.03.01
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
	138,938,500
	135,315,500
	3,623,000
	97.39

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.03.02
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
	795,425,000
	703,711,000
	91,714,000
	88.47

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.03.03
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
	1,654,011,500
	1,425,582,500
	228,429,000
	86.19

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.03.14
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
	37,800,000
	37,800,000
	0.00
	100.00

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.03.18
	Pengelolaan Dana BOP PAUD
	3,364,200,000
	2,908,186,500
	456,013,500
	86.45

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.04
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	1,774,700,000
	1,385,300,000
	389,400,000
	78.06

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.04.17
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
	1,774,700,000
	1,385,300,000
	389,400,000
	78.06

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.03
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
	32,750,000
	32,400,000
	350,000
	98.93

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.03.2.01
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
	32,750,000
	32,400,000
	350,000
	98.93

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.03.2.01.01
	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar
	32,750,000
	32,400,000
	350,000
	98.93

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.04
	"PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN"
	220,297,850
	180,166,250
	40,131,600
	81.78

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.04.2.01
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	220,297,850
	180,166,250
	40,131,600
	81.78

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.04.2.01.02
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	220,297,850
	180,166,250
	40,131,600
	81.78

	2.22.1-01.2-22.0-00.02.03
	"PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN
TRADISIONAL"
	17,220,000
	16,800,000
	420,000
	97.56

	2.22.1-01.2-22.0-00.02.03.2.01
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	17,220,000
	16,800,000
	420,000
	97.56

	2.22.1-01.2-22.0-00.02.03.2.01.03
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
	17,220,000
	16,800,000
	420,000
	97.56

	2.22.1-01.2-22.0-00.02.05
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
	489,400,000
	465,226,000
	24,174,000
	95.06

	2.22.1-01.2-22.0-00.02.05.2.02
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
	489,400,000
	465,226,000
	24,174,000
	95.06

	2.22.1-01.2-22.0-00.02.05.2.02.02
	Pengembangan Cagar Budaya
	489,400,000
	465,226,000
	24,174,000
	95.06

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.02
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	31,461,779,723
	30,347,301,849
	1,114,477,874
	96.46

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.03
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
	20,697,400
	20,621,636
	75,764
	99.63

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.03.18
	Pengelolaan Dana BOP PAUD
	20,697,400
	20,621,636
	75,764
	99.63

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.04
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	381,300,000.00
	298,918,500.00
	82,381,500.00
	78.39

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.04.17
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
	381,300,000.00
	298,918,500.00
	82,381,500.00
	78.39

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.01
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
	30,478,679,723
	29,472,230,220
	1,006,449,503
	96.70

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.01.29
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
	30,478,679,723
	29,472,230,220
	1,006,449,503
	96.70

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.03
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
	581,102,600.00
	555,531,493.00
	25,571,107.00
	95.60

	1.01.1-01.2-22.0-00.02.02.2.03.18
	Pengelolaan Dana BOP PAUD
	581,102,600.00
	555,531,493.00
	25,571,107.00
	95.60

	
	JUMLAH
	409,110,770,323
	376,832,810,079
	32,277,960,244
	92.69



BAB IV
 PENUTUP
Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 14, pasal 27 dan pasal 30 Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknik Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik yang diamanatkan kepada perangkat daerah. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah diselenggarakan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Tahun 2021. Demikian pula halnya dengan target kinerja RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 telah terpenuhi.
Semoga laporan ini memberikan arti penting bagi peningkatan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan sebagai salah satu upaya untuk mendorong pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Soppeng, yaitu Pemerintah Yang Melayani dan Lebih Baik dan Misi “Mewujudkan Pendidikan Unggul Yang Murah dan Berkeadilan Bagi Semua Warga”.
ooOoo
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Watansoppeng,
 
       
 
Maret
 
2021
Kepala
 
Dinas
 
Pendidikan
 
dan
 
Kebudayaan
 
Kabupaten
 
Soppeng
,
ANDI SUMANGERUKKA S, S.Sos, SE, M.Si
Pangkat
 
:
 
Pembina
 
Utama
 
Muda
 
Nip.
)
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